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ITHNTISARI

Asas tanggung jawab mutlak (sériet liability)
merupakan salah satu Jenis pertanggung Jawaban
perdatsa (civil liability). Pertanggung Jawaban
perdata dalam konteks penegakan hukum lingkungan
merupakan instrumen hukum perdata untuk mendapatkan
ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat
pencemaran dan atau perusakan lingkungan.

Pertanggung jawaban perdata tersebut mengenal 2
(dua) jenis pertanggung jawaban
1. pertanggung jawaban yYang mensyaratkan adanya

unsur kesalahan (Ffault based lighility)

Z. pertanggung jawaban matlak/ketat (striet liabil-
Iity) suatu pertanggung jawaban tanpa harus dibuk-
tikan adanya unsur kesalahan (fault)

Konsep pertama tersebut dikenal sebagaimansa
vang termuat dalam ketentuan pasal 1385 KUH Perdats
vaitu perbuatan melawan nhwkum. Perbuatan melawan
hukum berdasarkan Pasal 1385 KUH Perdata mensyarat—
kan penggugat membuktikan adanya unsur kesalahan
{(Ffault).

Mengandalkan unsur kesalahan dalam konteks
pesatnya perkembangan keilmuan dan teknologi sering-
kali menimbulkan kesulitan dalam memprediksi risiko
yang timbul dari suatu kegiatan (industri). Melihat
keterbatasan dari Ffault based ligbility ini maka
mangkin terjadi timbulnya pencemaran ataun perusakan
lingkungan tanpa dapat dikenakan pertanggung Jjawa-
ban. Fawlt based liability juga memungkinkan pence-
mar atau perusak lingkungan terbebas dari pertang-
gung Jjawaban perdata apabila is dapat membuktikan
bahwa ia telah melakukan upaya maksimal pencegahan
pencemaran melalui pendekatan Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (dengan melaksanakan REKL dan RPL
seeara konsisten).

Guna mengatasi hal tersebut maka dikembangkan-
lah asas'tanggung Jawab mutlak dalam UU No.23 Tahun
1887, diatur dalam Pasal 35. Di dalsm striet l1iabil-
ity, seseorang bertanggung jawab kapanpun kerugian
timbul. Hal ini berarti bahwa pertama, para Lkorban
dilepaskan dari beban berat untuk membuktikan adanys



hubungan kausal antara kerugiannya dengan tindakan
individual tergugat. Kedua para pihak pencemar akan
menperhatikan baik tingkat kehati-hatiannya, maupun
tingkat kegiatannya. Dua hal ini merupakan kelebihan
strict liability dari asas kesalahan. .

Penerapan asas tanggung jawab mutlak di Penga-
dilan Negeri masih didasarkan pada ketentuan norma-
tif Pasal 1365 Kitab Undang--Undang Hukum Perdata.
Artinya hakim dalam memeriksa gugatan ganti rugi
dalam kasus-kasus lingkungan masih berpijak pads
ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata perihal perbuatan
melawan hukum tersebut. Dengan demikian penggugat
seringkall ada dalam posisi lemah karena disini
pnsur kesalahan memainkan peranan yang penting dalam
menentukan bertanggung Jawab atau tidaknya sese-
orang . ’

Untuk mengetahui faktor-faktor vang menentukan
digunakannya asas tanggung jawab mutlak dalam kasusg
lingkungan di Pengadilan Negeri maka hakim harus
dapat menemukan kriteria untuk menentukan apakah
sebuah kegiatan dapat ditundukkan pada asas tanggung
Jawab mutlak (strieft liability). Maka disini hakinm
pengadilan harus dapat melakukan penemuan hukum atau
penggalian kriteria baru dalam rangksa penerapan asas
tanggung jawab mutlak.

Sebagai salah satu bagian dari konteks penega-
kan hukum lingkungan, penerapan asas tanggung Jawab
mutlak tersebut menghadapi beberapa hambatan vang
lebih disebabkan karena dari sarana hukumnya, terli-
hat belum adanya peraturan pelaksanaan lebih lanjut,
dari sumber dayva manusianya adalah hakim kurang
melihat hukum lingkungan secara luas, tetapi sebatas
vang tertulis di dalam UU saja.



SUMMARY

The strict lability principle is one kind of civil liability, The civil Liability in
context of maintaining the enviroment justice, is an instrument of civil law for getting
the reparation and environmental recovery cost which caused by pollution and or the
environment destruction.

The civil liability mentioned, recognizing 2 (two ) types of liability
1. a lability which conditioning the fault element ( fault based Kability )

2. the strict liability ( a liability without needed the faunli’s proven )

The first concept has known as inserted in definition of chapter 1365, The
Books of Civil Law Act , which are the action agaist the law. The action against the
law based on chapter 1365 of The Books of Civil Law Act conditioning the accuser to
prove that there is a fault element. _

Relying the fault element, ,n context of science and technology development
which growing faster, sometimes emerging a difficult problem in predicting tﬁe rigk
which appear from such activity ( Industry ). Considering the confining fault based
liability, consequently the pollution or environment destruction mighi happened
without being affect by responsibility. Fault based liability also enables the soiler or
the environment destructor free from the civil responsibility if they could prove that
they had done a maximal effort in preventing the pollution within the Environment
Results Analysis Approach ( by carrying out the RKT, and RPL consistently ).

To overcome the problem, the strict liability principle was develop in Act
number 23 , 1997 which direct on chapter 35. In the strict Liability principle, a person
18 responsible for the loss however it happened. This statement means that, first, the
victims are released from the hard responsibility to prove the causai relation between
his .loss and the accuser’s individuality action. Next, the soiler will paying a good
attention for their caution and activity level. These two models showmg the abundance
of strict lmblhty principle from the fault principle.




" The strict Hability principle which applied in the district court are still based
on normative definition mentioned in chapter 1365, the Book of Civil Law Act,
regarding the action against that law. So that the accuser sometimes exists in a weak
position, because the fault element plajring the important rule in confirming someone if
she / he has responsible or not,

For defining the factor which determining the using of strict liability principle
in environment case on the district court, the judge must find the criteria in definiting
if an action could submitted in the strict Yability principle. Thus, the judge must
discover the justice or digging the new criteria in addition for applying the strict
liability principle. '

As a part from the maintenance environment justice, the applying of sirict
liability principle have found the barrier which often caused by the law materials, it
could been seen from the uncontinous action rule, from'the human resources sides, the

judges could not seen the more widely environment justice, but limited in written act
only.
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A. LATAR BELAKANG PENELITIAR

Pembangunan pada hakekatnysg merupakan upava peman-
faatan dan pengelolaan Sumber Dava Alam Lingkungan
Hidup (SDALH). Selanms berabad-abad biunji telah mendukung
pelbagai ragam kehidupan dengan segala kebutuhannya,
keadaan ini berlangsung terus dengan tidak menimbulkan
banyalk kesulitan baik terhadap manusia maupun mahluk
~lainnya. Namun kemudian dengan semakin meningkatnya
pembangunan, terjadi perugahan vang bersifat fundamen-
tal terhadap keseimbangan lingkungan vaitu terganggunya
kualitas dan daya dukung lingkungan sebagal akibat
kegiatan eksploitasi SDALH vang tidak terkendali se-
hingga mencemari dan merusak lingkungan.

Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk
meningkathan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh
nasyarakat Indonesia. Oleh karena itn Aalam proses
pembangunan di berbagai aspek kehidupan, harus memn-
perhitungkan dimensi penduduk disamping dimensi ling-
kungan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan.

Jumlah renduduk yang besar merupakan mo&al'pembanguh;
nan, tetapi dengan jumlah penduduk yang bessar dan

rertumbuhan penduduls vang tinggi dengan kualitas sumber



daya manusis yang rendah dapat merupakan beban bagi
pembangunan nasional. Edward 0 Wilson 1 mencatsat bahwa
keadasn lingkungan sekarang ini dapat diringkas sebagai
berikut : Populasi dunia sangat besar, dan akan menjadi
lebih besar lagi setelah tahun 2025. Pada tahun 1997,
populasi dunia mencapai 5,8 milyar vang berarti tumbuh
dengan kecepatan 90 Juta kepsala pertahun. Pada tahun
1600 hanya ada setengah milyar populasi manusia, dan
pada tahun 1940 ads dua milyar.

Tingkat pertumbuhan populasi global mencapail puncak-
nva sejak tahun 1960-an. Pads tahun 1998 misalnya,
setiap wanits melahirkan rata-rats 4,1 anak. Jiksa
dengan program kontrol kelahiran, angkanya adalah 2,1,
maka diperkirakan pada tahun 2050 ada 7,7 milyvar manu-
sia vyang sanéat niscaya menjadi 8,5 milyar padsa tahun
2150. HMengenszi berapa banyak manusisa vang dapat dito-
pang dunia selama satu periode tertentu, para ahli
beium bersepakat. Tapi kebanyakan meyakini bahwa estim-
as5i paling optimis adalah berkisar 4-186 milyar.2

Pertumbuhan penduduk vyang tidak seimbang dengan

pertumbuhan geometrik bahan-bahan kebutuhan hidup,

L. Edward O.Wilson. Consilience, The Unity of Knowledge, Enviro—
mental Policy, Ethics, Social Science, Biclogy. New York : Alfreda
A Knopp. 1998. hal 13. ' _

2. Edward O Wisom. Ihid. hal 24,




hanya menimbulkan permasalshan baru vang 1lebih kom-
pleks. Pemenuhan kebutuhan hidup tersebut, langsung
atau tidak langsung akan bersumber pada sumber daya
alami yang cukup tersedis, diantaranya iklim vang
menguntungkan, curah hujan yang memberi kecukupan air
dan sumber energi matahari yang cﬁkup, memungkinkan
segala usahs pembangunan ini memberikan hasil vyang
didambakan. Supaysa pémbangunan bisa berlangsung terus
menerus, maka sumber daya alam dan lingkungan hidup
Indonesia memerlukan perawatan, pemeliharsan dan pe-
lestarian.

Berdasarkan psadas keserasian lingkungan hidup, maka
pertumbuhan penduduk yang maju pesat menjadi - masalah
besar vang harus diatasi. Disamping 1laju pertumbuhan:
penduduk vang harus segera dikendalikan, maka pencema-
ran dan atau kerusakan lingkungan sebagai dampak pem-
bangunan perlu direhabilitasi. Dengan semakin maju dan
berkembangnya pembangunan, maka perlu ditingkatkan
kemampuan perencanaan, pelaksanaan, pengendalisn pem-
bangunan serta pengawasannva, sehingga tujuan dari
Pembangunan Nasionasl dapat dicapai secepat mungkin.

Menurut Emil Salim, laju pembangunan vyang semakin
tinggl tidsak skan menjadi hambatan dalam usaha pengelo-
laan lingkungan hidup apabila dalam pola kebijaksanaan

pembangunan tercakup tiga unsur pokok vaitu




pertama kebijaksanasn pembangunan untuk mencapai materi
vang meningkat;
kedua kebijaksanaan untuk mencapai pertumbuhan spiritu-
a2l vang meningkat:
ketiga kebijaksanaan pembangunan untuk mencapai ling-
kungan hidup vang lebih beragam bagi pengisian kualitas
hidup
vang lebih baik. 3

Hampir setiap hari media massa menyajikan berita-
Eerita tentang pencemaran dan atau perusakan lingkungan
vang terjadi diberbagai damerah. Bila kita telaah penye-
bab utama terjadinys pencemaran dan atau perusakan itu
terpulang kepada ulah manusia vang tidak atau kurang
kepeduliannva terhadap lingkungan dimansa kemudian
segala akibat ~yang timbul darj pencemaran dan atan
perusakan itu kembsali ditsnggung oleh manusisa itu
sendiri. Terjadinys pencemaran alr dan tanah serts
polusi udara mengundang kehadiran berbagai penyvakit
atau kelainan-kelainan biologis pada manusia, hewan dan
tumbuh~tumbshan. Perusakan lingkungan telah mengundang
berbagai dampak negatif antara lain erosi, merosotnya
kualitas kesuburan tanah, banjir, tanah longsor dan

ancaman kepunahan berbagai spesies dan sebagainvya.

3. Emil Salim. Lingkurngan Hidup dan Pembangunan. Prisma. September
1978. hal 9.




Untuk ménanggulangi aneka rups bencans vyang terciptas
karena ulah‘manusia itu diperlukan rentang waktu yaﬁg
relatif panjang/lama, - biaya vang mahal dan menuntut
berbagai upaya yang sungguh-sungguh dan berkesinamby-
ngan

Untuk melindungi lingkungan hidup dari bahaya pence-
maran dan perusakan lingkungan maks sangat diperlukan
hukum yang mampu berperan sebagai sarana vang tangguh
dalam melindungi lingkungan hidup. Hukum vang berfungsi
sebagai pengaman. lingkungan hidup adalzh hukum vang
mengatur tatanan lingkungan.

Guna 'mewujudkan .perlindungan pemerintah terhadap
lingkungan, maksa pemerintah mengeluarkan berbagszi
kebijakan hukun yanmg terkait dengan masalah lingkungan
hidup. Salah satu produk hukum yang sangat penting
adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Keten-
tuan-ketentuan Pokok Pengelolasn Lingkungan Hidup vang
kemudian diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 23 Tsahun
1837 tentang Pengelolsan Lingkungan Hidup (UUPLH).

Pasal 5 UUPLH mengemukakan

a. Setiap orang mempunvai hak yang sama atas linghkungan
hidup yang baik dan sehat.

b. Setiap orang berhak stas informasi lingkungan hidup
vang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan ling-
kungan hidup.

¢. Setiap orang berhak untuk berperan dalam rangka
rengelolaan lingkungan hidup sesual dengan peraturan
perundang-undangan vang berlaku.




Dari pasal ini dapsat disimpulkanrbetapa besar komit-
men bangss Indonesia terhadap masalah lingkungan hidﬁp,
Hak vyang tercantum dalam pasal 5 UU No.23 Tahun 1997
(UUPLH) merupakan hak vang harus dilindungi dan cdihor-
matl oleh siapapun Juga. Sebagaimana yYyang disebutkan
dalam Deklarasi Stockholm 1972 antara lain berbunyi :4

“Man has the fundamental right to freedom, equsality
and adeguate conditions of life, in an environment of =
gquality . that permits of life of dignity and well being
and he bears a solemn responsibility to protect and

Improve the environment Ffor present and future genersa-
tions. .. ...

Konprensi Stockholm 1972 telah menghasilkan deklara-
si  yang kemudian_ dinam&kan “Deklarasi Stockholm" ,
memust 26 asas lingkungan hidup. Pasal 1 Deklarasi
Stockholm sebagaimana tersebut di atas memberi Jaminan
hak setiap orang atas lingkungsan hidup yang sehat dan
balk sebagai hak fundamental (Ffundamental right).

Hak fundamental ini menjadi penting, dan dari be-
berapa negars menjadi sekian banyak negara telah menga-
kui hak tersebut, baik pengakuan dalam konstitusi

maupun perundang-undangan biasa. Pengakuan hak =atas

lingkungan hidup vang sehat dan baik (right to a decent

4. Purwahid Patrik. Dasar Pengetabuan Hukum Dan Peraturan Kebijak—
sanaan Lingkungan Midup., Makalah pada Kursus Dasar-Dasar Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (Tipe A). Diselenggarakan oleh Pusat
Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Lembaga Perelitian Universitas
Diponegoro. Semarang, 1-13 Agustus 1994. i




environment) menjadi strategi kebijakan lingkungan

hidup di banyak negarsa.

Kemavan politik (political will) dari negara-negara
beradab harus diakui sebagai pengaruh langsung maupun
tidak langsung dari kerjasama-kerjasama internasional-
bilateral ataupun unilateral setelah konprensi, dengan
pengakuan hak tersebut secars tegas dalam konstitusi
maupun perundasng-undangan, diharapkan dapat memberi
arah kebijakan pembangunan dari pemerintah masing-
nasing.

:%Fungsi lain pengakuan hak atas lingkungan hidup vang
sehat dan baik, memberikan perlindungan yang sangat
luas bagi masyarakat dari kemungkinan adanya pelangga-
ran hak. Dengan perkataan lain, pengakuan hak tersebut
dapat berfungsi sebagai dasar tuntutan (basic claim)
anggota masyarsakat yang dirvwgikan hak atsas lingkungan-
nva.

Kemauan politik pemerintah untuk mengakui dan mene-

gaskan hak tersebut merupakan langkah sangat strategis
ke arah pencapaian kebijakan pembangunan berkelanjutan
(sustainable development). Akan tetapi rekognisi hak
seperti itu akan bermakna, apabila terseds saransg
{means), metode (methods), dan prosedur (procedure)
untuk menjamin serta memaksa (enforee) hak fundamental
tersebut. Tanpa kelengkapan sekalian itu, hak fundamen
tal dimaksud hanya akan menjadi simbol dari komitmen

pemerintah, dan sebagal konsekuensinysa pengakuan hsk




terssbut bersifat retorikai.”

Data empirik menuniukkan bahws penanganan
kKasus-kasus linékungan di Indonesia dalam kaitannya
dengan penegakan hukum {law enforcement) masih sangat
rendah  kendatipun UU No.4 Tahun 1982 telah mengatur
mengensi sanksi vang cukup tegas. Setiap tahunnﬁa anghka
kasus-kasus lingkungan vang terjadi berjumlah ratusan.
Pada tahun 1995, dari data yang dihimpun oleh Indone-
sian Center for Environmental Law (ICEL), terdapat 329
khasus  lingkungan. Pada tahun 1996 menurun menjadi 191
kasus. Jumlah tersebut diperkirakan 2 kali lipat karena
kemungkinan banyvak kasus~kasus vang tidak sempat ter-
pantau.B

Gugatan perwakilan/kelompok (class action), penera-
ran s=as tanggung Jawab mutlak (strict liability), hsak
organisasi lingkungan hidup untuk menggugat (standing
MGUY. hak atas informssi lingkungan hidup, merupakan

deret masalah prosedural yang sangat relevan dan

s}

kontekstual wuntuk dikaii secara lebih dalan sebagai
cara mewujudkan hak fundamental atass lingkungan hidup

vang baik dan sehat.

S. mbdul Hakim GN. “Sengketa Lingkungan dan Masalah Beban Pembuk--
tian”. Makalah dalam Diskusi Dua Hari : Masalah-masalah Prosedural
Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan. Jakarta 19-20 Juni 1589,
hal 47.

. Buletin Informasi Hukum Dan Advokasi bingkungan No.OL Tahun W
April 19%9.hal 2.




Yalam  konteks penegakan hukum lingkungan striect
liability sebagai salsah satu jenis Pertanggungiawaban
perdata merupakan instrumen hukum perdats untuk menda-
patkan ganti Kerugian dan biava pemulihan linghkungan
akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan .

Oieh karena itu, penelitian untuk kepentingan
penvusunan tesis ini, akan difokuskan pada Penerapan
Azas Tanggung Jawab Mutlakaalam Kasus Lingkungan Hidup
Di Pengadilan Negeri..

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Penerapan ssas tanggung jawab matlalk
{mtrict liability)y dalam kasus lingkungan hidup di
Pengadilan Negeri 7

2. Faktor-Faktor apa saja yvang menentukan digunakannysa
asas tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam
kasus lingkungan hidup di Pengadilan Negeri terse-
but?

3. Hambatan~hambatan apa saja yang ditemui dalam pene-
rapan asas tanggung jawab mutlak (strict liability>y
dalam kasus lingkungan hidup di Pengadilan Hegeri
tersebut 7

C. TINJAUAN PUSTAEKA
Asas tanggung Jawab mutlak (striet liability) meru-

pakan salah satny denis pertanggung Jawaban rerdats

{civil liability). Pertanggung jawaban perdata tersebut




dalam konteks penegakan hukum lingkungan merupakan
instrumen hukum perdats untuk mendapatkan ganti keru-
gian dan biaya pemulihan Lingkungan akibat pencemaran

dan atau perusakan lingkungan.7

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dima-

sukkannya makhluk hidup, zat,energi,dan/atau kompeonen
lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia
sehingga kualitasnya turun sampai ketingkst tertentu
vang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi
sesual dengan peruntukkannya (pasal 1 angka 12 Undang-
Undang No.23 Tahun 1997).

Perusakan lingkungan hidup adalzah tindakan yang menim-
bulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap
sifat fisik dan/stau hayatinva yang mengakibatkan
lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang

pembangunan berkelanijutan (pasal 1 angka 14 Undang-
Undang No.23 Tahun 1997).

Pertanggung Jjawaban perdata tersebut mengenal 2

(dua) jenis pertanggung jawaban . 8

1. pertanggung Jjawaban yvang mensyaratkan adanya unsur
kesalahan;

2. pertanggung jawaban ketat/mutlak (striet 1iability),
suatu pertanggung Jjawaban tanpa harus dibuktikan
adanysa unsur kesalszhan.

Kedua Jenis pertanggung jawaban perdata terzebut
mengandung masalah tersendiri dan perlu dikaji untuk

7. Mas Achmad Santosa. Azas Pertanggung Jawaban Ketat, Buletin
[Informasi Hukum Dan Advokasi Lingkungan No. Oi—-Tahun V-April 1999.
hal 6.

8. Mas A&hmad Santosa. Ibid hal L.



menemukan unsur pendukung dan penghambat dslam peners-
pannya terhgdap kasus pencemarsan dan atau Perusakan
:;ingkungan. Telaah ini hanya ditujukan pada tanggung
gugat lingkungan dan beban pembuktian yang diperlukan
dalam proses berperkara di pengadilan.

Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan adalah
bentukr pertanggung Jjawaban vang lazim dikenal dalam
doktrin perbuatan melaﬁén hukum (onrechmatigedaad)
berdassrkan pasal 13865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(BW).

Menurut pasal 1385 KUH Perdata perbuatan melawan
hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajib-
kan orang, karena salahnya menerbitkan kerugian itu
urnntuk mengganti kerugian. Sebagaimans diketahui passl
1365 KUH Perdata adsa persamaan dengan pasal 1401 BY
Belanda, sedang untuk mendapat ganti kerugian harus
dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut
1. Perbuatan harus bersifat nelawan hukum;

Z. Pelaku harus salah;

3. Ada kerugian;

4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan
akibat.

Pasal 1385 BYW mengandung konsep "tanggung gugat

berdasarkan kesalahan” (schuldaansprakelijkheid) vang

dapat dipersamakan dengan asas liability based on Ffault




dalam sistem hukum Anglo Amerika.® Dalam kasus pencems-
ran lingkunggn dan atau perusakan lingkungan, penderi-~
ta/korban berads pada posisi sosisal vang relatif lemah
dan awam dalam soal hukum berhadapan dengan satu atan
sejumlsh pencemar/perusak dengan kekuatan ekonomik vang
tangguh,

Kekuatan para pihak vang tidak seimbang, ketidakpas-~
tian akan berhasil dan risiko terhadap biaya vang
tinggi seringkali menimbulkan keengganan bagi korban
untuk berperkars di depan pengadilan. Terlebih 1lagi,
terdapat beban pembuktian pada penderita menurut keten-
tuan pasal 1885 RW

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunvai

sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri

maupun membentuk sesuatu hak orang lain, menunjuk
pada suatu peristiwa, diwvaiibkan membuktikan adanya
hak atau peristiwa tersebut.” :

Pasal 1885 BW senada dengan ketentuan prosedural
dalam passal 183 HIR dan pasal 283R.bg tentang beban
pembuktian. Sungguh berat dan tidak adil rasanya bila
penderita (vang kadang berads dalam keadaan sekarat)
dibebani kewajiban membuktikan unsur-unsur pasal 1365

KUH Perdata tersebut.

?. Abdul Hakim GN. "Sengketa Lingkungan dan Masalah Beban Fembuk—
tian". Makalah dalam Diskusi Dua Hari Masalah-masalah Prosedural
Dalam Penvelesaian Sengketa Lingkungan'. Jakarta 19-20 Juni 1982,
hal 58.




Kesulitan wyang terutams dihadapi penggugat adalah
untuk membuktikan unsur kesalahan tergugst sebagai
pencemar, dalam arti mengambil langkah-langkah untuk
mencegah pencemsaran.

Kesulitan berikutnva bagi penggugat adalah untuk
membuktikan unsur hubungan kausal antara perbuatan
dengan kerugian penderita/penggugat, yang sering me-
nyangkut bahan kimiawi Qan terbentur pula pada “rahasia
perusahaan”. Penggugat dalam hal ini umumnya awam dalam
ilmu  dan kecanggihan teknologi vang digunakan oleh
tergugat/pehcemar.
| Dalam kaitannya dengan pembuktlan tersebut Moestadji
menwelaskan antara lain bahwa terJadlnya pencemaran cdan
perusakan lingkungan merupskan hasil interaksi {(nega-
tif) antara manusia dengan lingkungannya, juga kadang-~
kadang merupakan hasil kumulatif dari berbagai kegia-
tan. Inilah yang menimbulkan kesulitan untuk pembuktian
dalam sengkets lingkungan, karena untuk memperoleh
pembuktian orang harus ke lapangan di mansa telah terja-
di dampak lingkungan terhadap sifat fisik lingkungan
dan atau sifat hayati lingkungan. Terjadinys dampak
lingkungan karena adanya kerusakan lingkungan harus
diketahui 1lebih dahulu bagaimana rona lingkungan awal

dan bagaimana kondisi lingkungan setelah terjadi kegia-




tan. 10

Perkembangan industri modern telah membawa sertsa
sejumlah risiko vang terijadi setiap hari, vang tidsak
dapat dihindarkan dari sudut ekonomi. Ia telah menim-
bulkan derita dan bagi si penderita hal tersebut tidak
dapat ditanggungnya tanpa suatu‘ganti kerugian.

Oleh karena itu untuk mengatasi keterbatasan gugatan
ganti kerugian yang mensyaratkan adanya unsur kessalahan
(fault based liability), dikembangkanlah asas pertang-
gung jawaban ketat'(strict ligbility) vyang terlanjur
diteriemahkan dan dikenal Secara umum di Indonesis
dengan istilah "tanggung jawab mutlak" 1l

Pasal 34 UU No.23 Tahun 1997 mengatur ketentuan
tentang dibukanya kemungkinan untuk mengajukan gugatan
ganti rugi ke Pengadilan atas kerugian yang ditimbulkan
akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

Selanjutnya passal 35 UU No.23 Tahun 1997 mengatur
tentang diterapkannya sistenm tangdung Jjawab mutlsak
(striet liability)y. Dalam pasal 35 ayat 1 UU HNo.23

Tahun 1997 disebutkan bahwa

Penanggungjawab usaha dan atau kegiatén vang usgha dan
tegiatannya menimbulkan dampak besar dan pernting terha-

10. Moestadji. Peranan Ilmu Bagi Pembuktian Dalam Sengketa Ling—
kungan. Makalah Diskusi. Jakarta. 1989.

11. Mas Achmad Santosa. Opcit hal 7.




dap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahays
dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berba-
haya‘dan beracun, dengan kewajiban membayar ganti rugi
Secara langsung dan seketika pada sast terjadinysa
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Dari pasal 35 ayat 1 tersebut dapat diketahui bahws

tanggung jawab mutlak (strict Iliability) diterapkan

dalam hal adsanya

- usaha dan kegiatan vang menimbulkan dampak besar dan
penting terhadap lingkungan hidup;

- menggunakan bahan berbahaya dan beracun;

- dan atsu menghasilkan limbah bahan berbahaya stau
beracun.

Adanya pasal 34 dan 35 UU No.23 Tahun 1887 tersebut
dapat dikatakan merupakan langkah yang lebibh maju dari
pada Undang-Undang yang lana (Undang-Undang No.4 Tahun
1882), sebab dalam Undang-Undang vang lanma tersebut,
mengenai ganti kerugian dan blaya pemulihan ditentukan
dalam Bab VI yang terdiri hanya dua pasal, yaitu pasal
20 dan passal 21.

Dalam pasal 20 ayat 2 dikaitkan dengan Penjelasan-
nya, diatur bahwa penyelesaian ganti kerugian harus
ditempuh melalui mekanisme suatu TIN dan barulah bila-
mana tidak dapat tercapai kata sepakat dalam batas
tertentu melslui TIM tersebut, maka sebagsai solutionnya
kemudian dapat ditempuh melalui Pengadilsan Negeri.

Selanjutnya pasal 21 dikaitkan dengan penjelasan




mengatur bahws tanggung jawab ﬁutlak dikenakan secaras
selektif atas kasus yang akan ditetapkan berdasarkan
beraturan perundang-undangan vang dapat menentukan
Jenis dan kategari kegiatan vang sakan terkena oleh
ketentuan termaksud.

Sekalipun substansi vYang terkandung dalam kedug
pasal tersebut juga dimust kembali dalam Undang-Undang
vang baru (UU No.23 Tahun 1987), namun dalam UU vang
baru dijabarksn secara lebih terperineci agar leﬁih
operasional dan effektif.

Kembali pada ketentuan pasal 35 bahwa melalui pasal
35 tersebut tidak perlu 1agi dilihat satau dibuktikan
ada atau tidaknya unsur kesalahan pada diri si pelakn
pencemaran dan atau perusakan untuk mengharuskannya
membayar ganti rugi atau kompensasi ke gi korban pence-
maran (Bandingkan dengan pasal 1365 KUH Perdata).

Dikarenskan penggugat tidak dibebani adanya kesala-
han (fault), nmaka tergugatliah yang dibebani pembuktian
vakni upaya pembuktian bahwa dirinya bukan penyebab
kerugian yang didalilkanf Dengan demikian secars otoma-
tis beban pembuktian ada pada diri tergugsat sehingga

terjadi beban pembuktian terbalik (shyifting burden of




proof) .12

Selanjutnya keharusan membayar kompensasi itu harus
lebih dilihat pada risiko yang ada pada kegiatan-kegia-
tan yang dilakukannya, yang berbahays ataupun berpoten-
81 untuk menimbulkan efek vang berbahaya bagi seseorang
dan atau masyarakat, maupun lingkungan.l3

Adanya risiko ini menjadi dasar utama bagi kewajiban
51 pelaku kegiatan tersebut untuk memberikan kompensa-
51, 'terlepas dari ada atau tidaknya uansur késalahan
vang dilakukannya, sesusi dengan asas "si gencenar
membayvar"” (polluter pays principle) dalam Hukum Ling-
kungan.

Sebetulnya vang mulai menyebarluaskan asas pencemar
membayar adalah OFCD (The Organization of Economic
Cooperation and Development), yang kemudian diikuti
oleh negara-negara anggota maupun bukan sanggota OFCD.
Dan asas ini erat hubungannys dengan prinsiﬁ ekonomi

vang dijelaskan dalam Sub.Comomittee of Eeonomic Ex-

1Z. Mas Achmad Santosa dkk. Penerapan fisas Tanggung Jawab  Mutlak
(Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup. Lembaga FPengemba-—
ngan Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta. 1997.hal 59.

13. Paulus Effendi Lotulung. Penegakan Hukum Lingkungan Dalam W
No.2Z5 Tahun 1997 Ditinjau Dari Aspek hukum Perdata. Makalah disam-
paiken pada Seminar Nasional Kajian dan Sosialisasi Undang—Undang
No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diselengga-
rakan oleh Fakultas Hukun Universitas Diponegoro. Semarang, 21
Pebruari 1998.




perts :14

That the internalization of external effects connected
with the environment obeved an economic efficiency
principle which provided a basis for a pollution econ-
trol policy.

Dengan demikian asas pencemar membayar digunakan
untuk alokasi dana bagi tindakan-tindakan pencegahan
dan pengawasan demi kepentingsn nasional dalam menduy -
kung sumber-sumber lingkungan yang langka dan menghin-
dari keadaan vyang tidak baik untuk perdagangan dan
investasi internasional. Asas ini berarti bahwa pence-
mar wajib mensnggung segala biaya‘ untuk melaksanaksn
tindakan-tindakan di atas yang telah ditetapkan oleh
penguasa umum untuk menjaga agar lingkungan tetap dalam
keadaan baik.1%

Selanjutnya pengertian strict liability tersebut
haruslah dibedakan dari pengertian absolute _liabilitﬁ,
vaitu bahwa dalam striect lisbility masih dimungkinkan
adanya kelonggaran-kelonggaran sebagai dssar pembelsan,
bahwa pencemaran terjadi karena sct of god stau karens

perang, atau karena tindakan dan pelangdaran pihak

14. Purwahid Patrik. Dasar Pengetahuan Hukum Dan Peraturan  Kebi—
Jaksanaan Lingkungan Hicdup. Makalah dalam Kursus Dasar-Dasar
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Tipe A). Diselenggarakan oleh
Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Lembaga Penelitian Uni—
versitas Diponegoro Semarang, 1-13 Agustus 1994. hal 16.

15. Purwahid Patrik.Ibid. hal 16&.
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ketiga, atau karena kelalaian si korban sendiri.
(Periksa pasal 35 ayat 2 UU No.23 Tahun 1897)

Asas striet lIiability itu juga terkandung dalam
beberapa peraturan di Iﬁdonesia, maupun dalam beberapa
Konvensi Internasional.

Beberapa peraturan di Indonesia vang memuat asas
tersebut adalah
- Konvensi “tentang pencemaran minyak vaitu Convention

on Civil Liability for 0il Pollution Demage (CLC)
vang diratifikasi berdasar Keputusan Presiden MNo.18
Tahun 1878.

Asas tanggung jawab mutlak yang diterapkan melalui
Keputusan Presiden Republik Indonesia No.18 Tahun
1978 Tentang Pengesahan International Convention on
Civil Liability for 0il Pollution Damage (CLC) terse-
but dalam pasal III (1), mengatur

"Percept as provided in paragraphs 2 and 3 of this

article, the owner of s ship at the time of an inci-
dent, or where the incident consists of & series of
ocecurences, at the time of the first sueh occurences,
shall be liable for any pollution damage caused or
been discharged from the ship as =& result of the
insident”

- Undang-Undang No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi
Eksklusif (Z.E.E).
Pésal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983

tentang Zona Ekonoml Eksklusif Indonesia, menerap-

kan




"Dengan memperhatikan batas ganti rugi maksimum
tertentu, barang siapa di Zonsa Ekonomi Eksklusif
Indonesia menyebabkan terjadinya pencemaran lingku-
ngan laut dan/atau perusakan sumber daya alam memikul
tanggung jawab mutlak dan membayar biaya rehabilitasi
lingkungan laut dan/atau sumber daya alam tersebut
dengan segera dan dsalam jumlah memadai”.

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaga-~

nuklifan.
Pasal 28 UU No.10 Tahun 1997 tersebut menyebutkan
“"Pengusaha instalasi nuklir bertanggung Jjawab atas
kerugian nuklir yang diderita oleh pihak ketiga vyang
disebabkan oleh kecelakaan nuklir vang terjadi dalam
instalasi nuklir tersebut”. '
Dengan diterapkannya asas "strict liability" dsalah
perundang-undangan lingkungan,dimaksudkan antara lain
Juga agar mendorong badan usaha vang berisike tinggi
untuk memperhatikan biayva sosial vang dapat timbul
akibat kegistannya.
TUJUAN PENELITIAN
Secara umum, tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk
menggambarkan dan mengungkapksan tanggung Jjawsb mutlak
oleh pengadilan dalam kasus lingkungan . Sedangksan
secara khusus dimaksudkan untuk
1. Mengetahui dan mengkaji bagaimana penerapan asas
tanggung Jjawab mutlak (striet liabilityd oleh Pe-

ngadilan Negeri dalam kasus lingkungan hidup ?

Hemperoleh gambaran tentang faktor-faktor penentu

)

diterapkannya asas tanggung jawab mutlak (striet

liability) dalam kasus lingkungan hidup ?




. Hengkrii  dan mengungkapkan hambatan-hammbatan apa
saja vang ditemui dalam Penerapsan asas tanggung
Jawab mutlak (strict liability) tersebut oleh Pe-
ngadilan Negeri. |

E. EKEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan

sebagai berikut

a. Praktis

1. Diharapkan dapat memberi sumbangan bagi pengadi-
lan dan pengambil keputusan tentang permasalahan
sekitar penerapan . asas tanggung jawab mutlak
(strict liability) dalam kasus pencemarsan dan
atau perusakan lingkungan.

2. Bermanfaat bagi masyarakat luas sebagai masukan
mengenai aspek hukum tanggung jawab muatlak
(strict liability), serta penerapsannya aleh
pengadilan dalam kssus pencemaran dan atau peru-
sakan lingkungan hidup.

b. Teoritis
Penelitian ini diharapkan memberi manfasat teori-
tis berupa sumbangan data, konsep dan metode bagi
pengkajian hukum, khususnya berkaitan dengan
pénerapan asas tanggung Jawab mutlak (strict
liability) dalam kasus pencemaran dan atgu peru-

sakan lingkungan.




F.

HETODE PENELITIAN
1. Hetode Pendekatan
Pendekatan vyang dipakai dalam penelitian ini
adalah, pendekatan yuridis—normatif. vyang bertumpu
pads data =ekunder. Untuk kepentingan perbandingan,
maka akan dilengkapi pendekatan varidis empiris yang
bertumpu pada data primer. 15
Pendekatan vuridis-normatif digunskan untuk
mengetaliui sejsuh mans inventarisasi hukum positif,
asas-asas hukum,. sinkronisasi vertikal/horisontal
diterapkan dan untuk menemukan hukum bagi suatu
perkara in-concreto. Sedangkan pendekatan vuridis
empiris digunsakan unfuk mengetahui hal-hal yang
mempengaruhi proses Penerapan hukum ( asas tanggung
Jawab mutlak) dalam kasus pencemaran dan atau peru-
sakan lingkungan.
2. Spesifikasi Penelitian
Penelitian ini memiliki spesifikasi sebagai
penelitian deskriptif analisis, vaitu akan berusaha
mencari data yvang seteliti mungkin tentang penerg-~
pan asas tanggung jawab mutlak dalam kasus pencema-

16. Pemelitian bukum dibedakan menjadi  penelitian  hukum yang
normatif atau perelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum
vang mempergunakan data sekunder; penelitian hukum empiris atau
penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang mengguna-
kan data primer. Ronny Hanitijo Scemitro. Metodologi Penelitian
Hukum dan Jurimetri. 1994. Jakarta : Ghalia Indonesia. hal 110.
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ran dan atawn perusakan lingkungan di Pengadilan
Negeri , untuk selanjutnya dilakukan analisis terha-
dap data tersebut sesuai permasalahan yang dirumus-
kan, dan akhirnya dibuat suatu deskripsi yang faktu-
al dan akuratmterhadap hasil penelitian sehinggsa
dapat menggambarkan hubungan antars fenoﬁena vang
diselidiki.
3. Metode Penentuan Sampel
a. Populasi penelitian
Populasi penelitian ini adalah kssus-kasus ling~
kungan hidup yang masuk di Pengadilan Negeri.l7?
(Kasus Perdats)
b. Sampel
Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara
purposive, dimana tidak semua populasi akan
diteliti tetapi dipilih vang dianggap mewakili
populasi secara keseluruhan.
Teknik penelitian ini sdalah teknik penelitian
Sasaran atau penarikan sampel berdasarkan pada
terwakilinya karakteristik utanms dari populasi.
Ciri sampling ini adalah penilaisn dan upaysa

7. Roony Hanitijo. Opeit hal 45. Beliau menjelaskan babwa
"Populasi itu tidak selalu harus berwaiud manusia saja, tetapi
dapat berupa gejala, tingkah laku—tingkah laku, pasal perundangan,
kasus—kasus hukum, alat-alat pengajaran, tara-cara penyelenggaraan
administrasi dan lain-lain".




cermat. untuk memperoleh sampel representatif
dengan cara meliputi wilayah-wilayah étau. kelom-
pok-kelompok yang diduga sebagai anggota sampel-
nysa.

¢c. Responden
Responden dalam penelitian ini adalah para hakim

vang menangani kasus-kasus lingkungan hidup

ditambah pegawai dari Kantor Kependudukan dan

Lingkungan Hidup serta dari WALHI sebagai nara
sumber. Ada beberapa kriteria utama yang dipakai
untuk menentukan responden dalam penelitisan ini.
Pertama, vyang bersangkutan adalah seorang hakim
yvang masih aktif befpraktek di Pengadilan Negeri.
Dan kedua vang bersangkutan pernah menangani
perkara penceﬁaran dan atsu perusakan lingkungan
hidup.
Metode Pengumpulan Datsa
Data studi ini terdiri dari data sekuﬁder vang
ditunjang dengan data primer. Data sekundér dilaku-
kan dengan cara mengcover semua kasus-kasus pencema-
ran dan atau perusakan lingkungan hidup vang pernah
diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri vang
bersangkutan serta dengan studi kepustakaan dan
dokumen-dokumen atau publikasi resmi dari berbagai

instansi vang terkait dengan obyek penelitian.




Data primer dilakukan nelalui observasi lang-

sung dan wawancara dengan mendgunakan daftar perta-

nyaan

a. Observasi
Metode observasi dilaksanakan setelsah focus
penelitian ditetapkan. Padé tahap ini, peneliti
me lakukan pengamatan pada kasus-kasus lingkungan
hidup di Pengadilan Negeri yang dimaksud dan
pengamatan pada perusahaan-perusahaan vang pernah
mengalami kasus sengkets linghungan hidup vang
sampai pada proses peradilan.
b. Wawancarsa |
Untuk membandingkan ide awal/fokus vang telah
dirumuskan, maka dilakukan wawancara . Wawancarsa
dilakukan terhadap sumber informasi vang telah
ditentukan sebelumnya dengan berdasarkan kepadsa
pedoman wawancaré, sehingda wawancara vang dila-
kukan merupakan wawancara yang difocuskan (fo-
cused interview).l8
5. Metode Analisis Data
Jika proses pengumpulan data telsh selesai,

maka pengolahan terhadap data tersebu£ dilakukan

1B, Ronny Hanitijo Scemitro. Opcit hal 60-61.
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dengan editing dan menvusun data-dats tersebut
sesuai perumusaﬁ permasalahan penelitian. Data vang
telah tersusun secars sistematik itu akan dignali-
sis, dengan menggunakan metode analisis normatif
kualitatif, 18 Analisis normatif maksudnya adalah
melakukan snalisis terhadap Peraturan vang ada
sebagai norma hukum positif yang mengatur asas
tanggung Jawab mutlak . Norma-norma hukum ity akan
dikaitkan déngan benerapan &asas tanggung Jaweab
mutlak dalam kasus pencemaran dan atau perusakan
lingkungan' vang terjadi di lapangan. Sedangkan
analisis kualitatif adalsah melakukan analisis secars
deskriptif dari ungkapan-unghkapan vang disampaikan
para responden, artinya analisis tidak menggunakan
perhitungan angka secars kuantitatif.
SISTIMATIEKA PENULISAN
Sistimatika penulisan dalan renelitian ini terdiri
dari 4 (empat) Bab. Pada Bab I diuraikan tentang
A. Latar belakang penelitiasn, B.Perumusan masalah
C. Tinjauan pustaka, D. Tujuan penelitian, E. Kegunaan
penelitian,F. Metode penelitian, G. Sistimatika penuli-
san. Pada Bab II diuraikan tentang Tinjauan Pustaksa

yYang mempunyai kaitan dengan Penerapan Assas Tanggung

19. Ronny Hanitijo Socemitro. Opcit. bal 35.

.




Jawab Mutlak (Strict Liability) Pada Kasus Lingkungan
Hidup Di Pengadilan Negeri yang meliputi : A. Hukum
Lingkungan, Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Pengatu-
rannya B.Pencemaran dan Perusskan Lingkungan Hidup C.
Sengkets Lingkungan Hidup selanjutnyva Bab III merupa-
kan Hasil Penelitian dan Analisa Data yang berisikan A.
Penerapan asas tanggung jawab mutlak (striet liability)
dalam kasus lingkungan hidup di Pengadilsn Negeri, B,
F&ktor~Fak£or vang menentukan digunakannya asas tang-
gung Jjawab' mutlak (striet liability) dalam kasus
lingkungan hidup di Pengadilan Negeri, C.Hambatan-
hambatan penerapan asas tanggung jawab mutlak (striect
Iliability) dalam kasus lingkungsan hidup di Pengadilan
Negeri. Bab IV adalzh Penutup vang berisi A. Kesimpu-

lann dan B. Saran.
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T I N JF AU A M P IO s T™ A K A

A. Hukum Linghkungan . Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan
Pengaturannya.
A_1. Pengertian
A.1.1. Lingkungan Hidup Dan Hukum Lingkungan

Undang-Undang HNo.23 Tahun 1997 tentang Pengelolasn
Lingkungan Hidup mengatur bsahwa Lingkungan hidup ad=alah
kesatuan ruﬁng dan semua benda,daya,keadsan, dan ma-
khluk hidup, termasuk manusia dan perilskunya, yang
mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan keseiahte-
raan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan hidup diartikan Jjuga sebagai segals
benda, kondisi keadaan dan pengaruh vang terdaspat dalam
ruangan yang kita tempsati dan mempengaruhi hal yang
hidup termasuk kehidupan manusia. Batss ruangd. lingku-
ngan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun
untuk praktisnya kitsa Batasi ruang lingkupnya dengan
faktor-faktor vang dapat dijangkan oleh manusia seperti
faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor

+
sosial dan lain-lasin.l

L. Emil Salim. Peran Penegakan Hukum Lingkungan (Environmental Law
Enforcement). Sambutan Lokakarva. 1991. hal 14-15.




Lingkungap hidup dikatakan Juga sebagai jumlah semua
benda kondis; vang ada dalam ruang yang kita tempati
vang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis TUENE
itu tidak terbatas Jumlahnya, oleh karens migalnya
matahari dan bintang termasuk di dalamnya. Namun secars
praktis kita selalu memberi batas pada ruang lingkungan
itu. Menurut kebutuhan kita batas itu dapat ditentukan
oleh faktor alam seperti jurang, sungai atan laut,
faktor ekonomi,faktor politik atau faktor lain. Tingkah
laku manusia Jjuga merupakan bagian lingkungan kita,
oleh karens itu lingkungan hidup harus diartikan secarsa
luas, vyaitu tidak =saja lingkungan fisik dsan biologi,
melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budava.2

Dengan demikian secars garis besarnya lingkungan
hidup manusia itu dapat digolongkan atas 3 (tigsa) golo-
ngan
1. Lingkungan fisik (Physical Environment)

Lingkungan fisik adalah segala sesuatu di sekltar

kita yang berbentuk benda mati seperti rumah, kenda-

raan, gunung, udara, sinar matahari daﬁ lain-lain
léemacamnya.
2. Linghkungan biologis (Biolocal Environment)

Lingkvongan bioclogis adalah segala sesuatu vang

2. Otto Sumarwoto. Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan.
Jakarta : Diambatan. 1985. hal 30.




berada di sekitar manusia vang berupa organisme

hidup 1lain selain dari manusia sendiri, binatang,

tumbuh-tumbuhan, Jjasad renik (plankton) dan 1lain-

lain.
3. Lingkungan Sosial (Social Environment)

Lingkungan sosial adalsh manugia-manusia lain vyang

berada di sekitarnya seperti tetangga, teman dan

lain~lain. © |

Dari uraian tersebut di atas memberikan gambaran
kepada kita bahwa manusia dalanm hidupnya mempunvsai
hubungan secara bertimbal balik dengan lingkungannya.
Manusia di dalam hidupnva baik secars pribadi msupun
sebagai kelompok masyarak;t selalu berinteraksi dengan
lingkungan dimana ia hidup dalam artian manusisa dengan
berbagai aktivitasnya akan mempengaruhi lingkungannva
dan perubahan lingkungan akan mempengaruhi kehidupsan
manusia. Hubungan timbal balik antara manusisa dengan
lingkungannya membentuk suatu sistem yané lazim disebut
dengan ekosistem.

Selanjutnya mengingat manusia dalam hidupnvya harus
melindungi dan mengamankan "alam" agar dapat terseleng-
gara secara teratur dan pasti, pula agar daspat diikuti

serta ditaati oleh semua pihak, maka perlu perlindungan

3. Fuad Amsyari. Prinsip—peinsip Masalah Pencemaran Lingkungarn.
Jakarta : Ghalia Indonesia. 1977. hal 11i-12.




dan pengamanan itu dituangkan dalam Peraturan hukum
Sehingga kemudian lahir jenis hukum yang secara khusus
diciptakan dengan maksud dan tujuan terpokok untuk
memelihars dan melindungi lingkungan hidup yang disebut

"hukum lingkungan hidup"” atan secara singkat dinsama-
kan : Hukum Lingkungan .4

Hukum lingkungan dalam‘pengertian vang paling seder-
hana adalah hukum vang mengatur tatanan lingkungsn
(lingkungan hidup).5 |

Hukum lingkungan sebagai disiplin ilmu vang berdiri
sendiri, perkembangannya masih relatif baru, vakni
sejalan dengan perhatian terhadap perkembangan ma=salah-
masalah lingkungan, perhatian secara sungguh-sungguh
terhadap massalah lingkungan, baru mulai pada dasawarss
1870-an, vyakni setelah diselenggarakannya konferensi
Stockholm 1972. Seiring dengan perhatian bangsa-bhangsa
terhadap masalah-masalah lingkungan, yang intensitasnya
semakin kompleks, maka hukum lingkungan pun mendapatkan
perhatian yang lebih serius pula. |

Hunadjat Danusapﬁtro, membedakan antsara hukum ling-
kungan modern vang berorientasi kepada lingkungan atau
Environment-Oriented ILaw dan hukun lingkungan klasik

vang berorientasi kepads pengdunaan lingkungan atau

4. St.Munadjat Danusaputro. Opcit. hal 10S.

9. St.Murnadjat Danusaputro. Ibid hal &7.




Use-Oriented Law.

Hukum lingkungsn modern menetapkam ketentuan dan
norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusis
dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusa-
kan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin ke-
lestariannya agar dapat secars langsung terus-menerus
digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mends—
tang. Sebaliknya hukum lingkungan klasik menetapkan
ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama seksli
untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber
daya lingkungan dengan berbsgai akal kepandaian manusia
guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dsalam
jangka waktu yvang sesingkat-singkatnya.®

Dengan orientasi kepada lingkungan ini, maka hukum
lingkungan modern memiliki sifat utuh-menyeluruh atau
komrehensif-integral, selslu berada dalam dinamika
dengan sifat dan wataknya yang luwes, sedsng sebaliknva
hukum lingkungan kiasik bersifat sektoral, serbs kakn
dan sukar berubah.’

A.1.2. Pengelolaan Lingkungan Hidup
Adapun pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-

undang No.23 Tahun 1897 adalah upaya terpadu untuk

6. Harun M.Husein. 1992. Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan Dan
Penegakan Hukumnya.Jakarta @ PT. Bumi Aksara. hal 38.

7. Harun M.Husein. Ibid hal 35.




melestarikan fungsi lingkungan hidup vang wmeliputi
kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, _pengembéngan,
pemeliharaan, pemulihan, rengawasan, dan rengendalian
lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan tersebut diartikan pula
sebagal usaha secara sadar untuk memelihara dan memper-
baiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar kita daspat
terpenuhi dengan sebaik~baiknya. Karensa persepsi ten-
tang kebutuhan dasar terutama untuk kelangsungan hidup
manusia tidak sama untuk =semus golongan masyarakat dan
berubah dari waktu ke waktu, pengelolasan lingkungan
harus bersifat lentur. Dengan kelenturan itu kita
berusaha untuk tidak menutup pilihan golongan masyara-

kat tertentu untuk mendapatkan kebutuhan dazarnya atau

‘menutup secara dini pilihan kita untuk kemudian hari .S

Pengelolaan lingkungan tersebut mempunvai ruang
lingkup yang 1luss dengan cara vyang beraneka pula.
Pertama, 1alah pengelolaan lingkungan secara rutin.
Kedua, perencanasn dini pengelolaan 1lingkungan suatu
daerah yang menjadi dasar dan tuntutan bagi perencanaan
pembangunan. Ketigs, 1alah perencanaan pengelolaan
lingkungan berdasarkan perkiraan dampak lingkungan vang
akan terjadi sebagai akibat suatu proyek pemrbangunsan

vang sedang direncanakan. Ke empat, ialah perencanaan

8. Otto Soemarwoto. Opcit.hal &9.




pengelolaaan lingkungan vang mengalami kerusskan, baik
karena alamiah maupun karena tindakan manusia.

Pengelolaan 1lingkungan vang akhir-akhir ini banysak
mendapat perhatian ialah yang mencakup aspek ke tigs
dan ke empat, valtu untuk rencana proyek pembangunan
dan untuk memperbaiki lingkungan yang mengalami kerussz-
kan. Oleh karena itu pengelolaan lebih bersifat reak-
tif, wvaitu bereaksi terhadap sustu perencanaan atsau
keadsan tertentu. Hal ini menimbulkan citrs vang kurang
baik terhadap pengelolaén lingkungan vaitu menjurus
pada angdapan bahwa pengelolsan lingkungan menghsambat
pembangunan . 9

Bagi bangsa Indonesié, dalam memikirkan sistem
pengelolaan lingkungan yang setepat-tepatnya, pertams-—
tama kita harus melihat ketentuan dalam UUD 1945 seba-
gai hukum dasar seluruh peraturan hukum di Indonesisa.
Dalam UUUD 1945 tersebut, terdapat dua ketentuan
konstitusional yang berhubungan dengan sistem pengelo-
laan lingkungan,
a. Pembukaaan UUD 1945, pokok alinea ke empat, dan
b. Pasal 33 (ayat 3) UUD 1945.

Dari Pembukaan UUD 1945 pokok alinea ke empst terse-

but, dapatlah dikemukakan adanya tiga hal prinsipal

vang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup di

2. Otto Soemarwoto. Ibhid.hal 84.




Indonesia, yaitn
1. "melindungi segenap bangsa Indonesia", vyang dapat
diartikan bahwa pengelolaan lingkungan di Indonesia

harus kearah perlindungan terhadap segenap bangsa

Indonesia;

[a%l

"seluruh tumpah darah Indonesia", vang dapat diarti-
kan bahwa pengelolsan lingkungan di Indonesia harus
ditujukan pada Wawasan Nusantara;

3. "kesejahteraan umum”, yang dapat diartikan bahwad
pendelolaan lingkungan di Indonesia harus ditujukan
pada kesejahteraan umum.

Dari prinsip~prinsip tersebut, dapatlah ditambahkan
bahwa pengelolaan lingkungan di Indonesia merupskan
usaha secara sadar untuk memelihsara dan memperbaiki
seluruh lingkungan hidup dalam sumber daya insaninysa
dan hayati demi tercapainya perlindungan segenap bangsa
Indonesia, seluruh tumpsh darah Indonesia dan demi
kKesejahtersan umum.

Selsnjutnya pemikiran dasar tersebut dirumuskan
secara lebih konkrit dalam pasal 33 (ayat 3) UUD 1945,
vaitu bahwa “Bumi air dan kekayaan alam yvang terkandung
di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari ketentuan pasal tersebut, tampak jelas adanya

hak dan kewajiban negara terhadap seluruh sumber daya




alam, vaitu hak penguasaan dan kewajiban menggunakan

sumber dava alam demi untuk sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat. Pada sisinvys vang lain tampsk pula hak uvmum

(negara) berhadapan dengan hak pribadi (warganegars)

dalam menguasai dan menggunakan lingkungan hidup berikut

sumber davanvsa.

Hak pengusasan oleh negara, memberikan wewenang pada

negara untuk : 10

1.

ta

mengatur dan menyelenggarakan peruntukan renggunsaan,
penyediaan, pemeliharaan, perlindungan dan pengem-
bangan sumber daya alam untuk memelihara dan menja-
min kelangsungan serta kelestariannya;

menentukan dan mengaturlhubungan hukum antara orang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenal sumber
dayva alam, demi Untuk.melindungi dan menjamin ke-—

langsungan serta kelestarian lingkungan hidup.

A 2. Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan

Sejarah perkembangan hukunm lingkungan indonesia

ditinjau dari segi perangkat perundang-undangannya

dapat dibagi dalam tiga periocde

a.

Zaman Hindia Belanda
Sebagaimana tercantum dalam Himpunan Persturan

Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup vang

10. Koesnadi Mardjascemantri. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta @
Gadjabh Mada University Press. 1994. hal 99.




disusun oleh Panitia Perumus dan Rencana Kerija bagi
Pemerintah di Bidang Pengembangan Lingkungan Hidup
vang diterbitkan pada tanggsl 5 Juni 178, pertaﬁa
kali diatur mengenai mengenai perikanan mutiara dan
perikanan bungs karang yaitu Parelvisecherij, Spon-
senvisscherijordonnatie (STBL, 1918 HNomor 1579,
dikeluarkan di Bogor oleh Gubernur Jendral Idenburg
pada‘tanggal 28 Januari 1918.

Di bidang perikanan, pada tanggal 26 Mei 1929,
dengan Fenetapan 'Gubernur Jendral Nomor 86 +telah
diterbitkan Visscherijordonnantie (STBL, 1920 HNomor
398), wvaitu peraturan perikanasn untuk melindungi
keadaan ikan. Dalam pasal 2 ditentukan, bahwa me-
nangkap 1ikan dengan bshan-bahan beracun bius atsau
bahan-bahan peledak dilarang. Ordonansi lainnya di
bidang perikanan adalsah Kustvisscherijordonnantie
(STB, 1927 HNomor 144), berlaku sejak tanggal 1
September 1927.

Hiderordonnantie (STB, 1940 Nomor 450) merupa-
kan ordonansi yang sangat penting bagi lingkungan
hidup yaitu Ordonansi Gangguan. Selanjutnya ordonasi
di bidang perlindungan satwa adalah Dierensbescher-
mingsordonnantie (STBL, 1331 Nomor 134) vang mulai

berlaku pada tanggal 1 Juli 1931 untuk =seluruh

wilayah Hindia Belanda (Indonesia}.




Di bidang perburuhan vyaitu Jaschtordennantie
(STBL, 1940 Nomor 733) yvang berlaku untuk Jawa dan
Hadura sejak tanggal 1 Juli 1840. Jaschtprdonnantie
tahun 1940 ini mencabut Jaschtordonnantie Java en
Madura 1931 (S5TB, 1931 Homor 133).

Di bidang perusahaan tyelaﬁ dikeluarkan Be-
drijfs reglemeneringsordonnantie 1934 (STB, 1938
Homor 86 Jo. STB 1948 Nomor 244) Ordonansi yang
mengatur perlindungan alam adalah Natuurbescherming-
sordinnantie 1832 (STB, 1941 Nomor 167). Ordonansi
ini mencabut ordonansi yang mengstur cagar alam dan
suaka-suaka margasatwa, vaitu Natuurmonumenten en
Wildreservatenordonnantie 1932 (STB 1932 Nomor 17)
dan menggantikannva dengan Natuurbescher mingsocrdon-
nantie 1941 tersebut. Ordonansi tersebut dikeluarkan
untuk melirndungi kekayvaan alam di Hindia Belandsa
(Indonesia). Peraturan-peraturan vang tercantum di
dalamnya berlaku terhadap suaks-suaka margasatwa dan
cagar-cagar salam. Dalam hubungannva déngan pembentu-
kan kota telah dikeluarkan Stadsvormingsordonnantie
(5TB 1948 Nomor 188) disingkat SVO yang mulai berla-
ku pada tanggal 24 Juli 1948.

Zaman Jepang
Fada zaman pendudukan Jepang, hampir tidak ada

peraturan perundang—undangan-di bidang lingkungan




hidup vyang dikeluarkan, kecuali Osamy 5. Kanrei

Nomor 6, yaitu mengensai larangan menebang pohon

aghata, alba dan balsem tanpa izin Gunseikan. Pera-

turan perundang-undangan ini di waktu itu terutamsa

ditujukan untuk memperkuat kedudukan penguasa Jepang.

Zaman Kemerdekaan
Adapun peraturan perundang-undangan vang dike-

luarkan setelah kemerdekaan RI, antara lain terdiri

dari

1. Undang_Undang No.8 Tahun 1980 tentang Pokok-Pokok
Kesehatan; .

2. Undang-Undang No.44 Prp Tahun 1980 tentang Per-
tambangan Minyak daﬁ Gas Bumi;

3. Undang-Undang No.2 Tahun 1881 tentang Pengeluaran
dan Pemasukan Tanaman dan Bibit Tanaman;

4. Undang-Undang No.11 Tahun 1981 tentang Hygiene
Untuk Usaha-Usaha Bagi Umum;

5. Undang-Undang No.31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Tenaga Atom;

B. Undang-Undang No.2Z Tahun 19886 tentang Hygiene;

7. Undang-Undang No.95 Tahun 1987 tentang Xetentuan-
Ketentuan Pokok Kehutanan;

8. Undang-Undang No.86 Tahun 1987 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Peternakan dan XKesehatan Hewan;

9. Undang-YUndang Ho.11 Tahun 19687 tentang Ketentuan-




Ketentuan Pokok Pertambangan;

10. Undanngndang Ho.3 Tshun 1972 tenténg Ketentuan-
Ketentuan Pokok Trannsmigrasi;
1i. Undang~Undang RI No.11 Tahun 1874 tentang Pengai-~
ran;
12, Undang-Undang No.4 Tahun 1882 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Undang-Undang ¥o.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekono-
mi Eksklusif; ‘
14. Undang-Undang MNo.9 Tahun 1985 tentang Periksnan;
15. Undang-Undang No.15 Tahun 1985 tentang ZKetenaga-
listrikan;
16. Undang-Undang WNo.18 Tahun 1985 tentang Rumah
Susun;
17, Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang EKonservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnysa;
18. Undang-~Undang No.24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang;
18. Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelo-
laan Lingkunggn Hidup.
A.3. Asas, Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Lingkungsn
Hidup.

Mengenal asas pengeloclasn lingkungan hidup, s=secara

eksplisit disebut dalam pasal 3 UU Pengelolsan Lingku-

ngan Hidup. Pasal tersebut berbunyi demikisan

A




Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarskan
dengan asss tanggung jawab negara, asas. berkelanjutan,
dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam
rangka pembangunan manusia Indonesis seutuhnys
pembangunan masyarakat Indonesis seluruhnya yang beri-
man dan bertagwa kepada Tuhan Yang Mahs Essa.
Dalam penjelasan pasal 3 tersebut disebutkan bahwa ber-
dasarkan asas tanggungiawahb negara, di satny sisgi,
negara menjamin bahws pemanfastan sumber daya alam akan
memberikan manfast vang sebesar—besarnya bagi kese-
jahteraaan dan matu hidup rakyat, bagik genersasi mass
kini maupun generasi masa depan. Di lain sisi, . negara
mencegah dilakukannya kegiatanlpemanfaatan sumber daya
alam dalam wilayah vuridiksinya yang menimbulkan. keru-
gian terhadap wilasyah yﬁridiksi negara lain, serfa
melindungi negars terhadap dampak kegistan luar wilayah
negara. Asas keberlanjutan mengandung makna setiap
orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap
generasi mendatang, dan terhadap sesamanya dalam satu
Eenerasi. Untuk melaksanakannya kewajiban dan tanggung
Jawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup, harus
dilestarikan. Kelestarian kemampuan lingkungan hidup
menjadi tumpuan terlanjutkannysa pembangunan.

Selanjutnya Sasaran . pengelolaan lingkungan hidup

tersebut adalsh

a. tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseim-~
bangan antara manusis dan lingkungan hidup;

b. terwujudnyva manusia Indonesia sebagai insan lingku-
ngan hidup vang memiliki sikap dan tindak melindungi
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dan membina lingkungan hidup;

terjaminnya kepentingan generasi mssa kini dan
generasi masa depan;

tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
terkendalinys pemanfaatan sumber déya Secara bijak-
sana;

terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesis
terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar
wilayah negara vang menyebabkan pencemarsn dan/atau

perusakan lingkungan hidup.

A.3. Hak, Kewajiban Dan Peran Masvarakat

Hak menurut Van Apeldogrn adalah hukum yang dihu-

bungkan dengan Seseorang manusia atau subyek hukum

tertentu dan dengan demikisn menjelma menjadi suatu

kekusasaan.ll

tu

Menurut hukum pengertian tentang hak sads dua, yai-

Suatu hubungan hukumn antara subvek hukum dengan
obyek hukum yang dilindungi oleh hukum yvang menim-~
bulkan kewajiban kepads orang lain untuk menghor-
matinya. Hubungan ini dilindungi oleh hukum. Apabilg
hubungan' itu tidak dilindungi oleh hukum, maka hal

tersebut bukan disebut hak.

1i. L.J. Apeldoorn. 1985. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta Pradnya
Paramita




Pada pengertian di atas, karena hubungan itu
dengan obyek hukum, maka hak tersebut disebut dengan
hak kebendaan. Hak kebendaan adalah suatu wewenang
untuk berbuat atau tidak berbust suatu apapun terhs-
dap suatu benda, dan hak kebendaan ini menuntut
adanya penghormatan dari siapa saja, oleh karena itu
hak ini disebut dengan hak absolut. 3ifat sabsolut
ini tidak semata-mata datang dari orang lain, tetapi
datang dari si subyek hukum sendiri.

2. Suatu hubungan hukum antars subyek hukum densgan
subyek hukum lain dengan perantaraan obvek hukum
vang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban
pada salah satu pihak untuk mentaatinva.

Karena hal itu merupakan hubungan hukum antara
subyvek hukum dengan subyek hukum lain, maka hal 1ini
disebut dengan hak pribadi staun hak perseorangan,
vaitu yang menimbulkan kewajiban pada salah satn
pihak untuk berbuat sesuatu demi kepentingan pihak
lainnya, oleh karena iﬁu hak ini disebut hak relatif
karena orangnya -atau subyeknya tidak tetap dan
selalu berganti-ganti.

Tentang hak dan kewajiban Satjipto Rahardjo menyata-
kan, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara
mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertin-

dak dalam rangka kepentingannya. Pengalokasian kekua-




saan dilakukan secars terukur, délam arti ditentukan

kelussaan daq kedalamannya. Kekuasaan vang demikian

itulah vyang disebut hak. Oleh karena itu tidak setiap
kekuasaan dalam masyarskat bisa disebut hak, melainkan
hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan
oleh hukum kepadanya.

Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalsah
sebagai berikut ;

a. hak itu ditujukan kepada seseorang 'yahg disebut
sebagai pemilik atau subyek dari hak itu. Ia Juga
disebut orang yang memiliki titel atas barang vyang
jadi sasaran hak;

b. hak itu tertuju kepads orang lain, yaitu yanglmenja—
di pemegang kewsjiban. Antara hak dan kewajiban
terdapat hubungan vang korelatif;

¢. hak vyang ada pada seseorang ini mewajibkan fihsak
lain untuk melakuksan (comission) atau tidak melaku-
kan (omission) suatu perbustan. Ini bisa disebut
sebagail isil dari hak;

d. comission atau omission itu menyangkut sesuatu vang
bisa disebut sebagai obyek dari hak;

e. setiap hak menurut hukum mempunyai titel, wvaitu
suatu peristiwa tertentu yangd menjadi alasan mele-
katnya hak pada pemiliknya.

Konsep hak sebagaimana disampailkan di atas, merupa-
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kan konsep vang sering dipaksi. konsep ini terutama
menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan
kewajiban .12

Sudikno Mertokusumo mengatakan, hak dan kewajiban
bukanlah merupakan kumpulan persturan atau kaedah,
melainkan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak indi-
vidual di satn pihak yvang tercermin dengan adanva
kewajiban pada pihak lawan. Kalau ada hak, maka ads
kewajiban. Hak dan kewajiban merupakén kewenangan_ vang
diberikan kepsada Seseorang oleh hunkum. Kalan hukum itu
sifatnya umum.karena berlaku bagi semua orang, maka hak
dan kewajiban sifatnys individual, melekat pada setiap
individu .13

Apabila konsep-konsep hak dan kewajiban tersebut
dihubungkan dengan masalah lingkungan hidup, UUPLE
secara nyata dan jelas mengakui dan sekaligus mengatur
tentang adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh
setiap orang.

Hak dan kewajiban itu diatur dalam pasal 5 UUPLH

vang menyatakan sebagai berikut

(1) Setiap orang mempunyai hak vang sama atas lingku-
ngan hidup yang baik dan sehat .

12. Satjipto Rahardjo. 198s. Ilmu Hakum. Bandung. : Alumni. hal 95—
8. : )

3. Sudikno Mertokusuma. 1988. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar).
Yogyakarta s Liberty. hal 39.




(2) Setisp orang mempunyai hak atas informasi lingku-
ngan hidup vang berkaitan dengan peran dalam penge-—
lolaan lingkungan hidup.

(3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam
rangksa pengelolasan lingkungan hidup sesusai dengan
peraturan perundang-undangan vang berlakn.

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, melalui pasal §
UUPLH diberikan arti vang penting kepada manusia sebha-
gal seseorang yang mandiri, dan kepada manusia sebagai
makhluk sosial yang mempunvai kewajiban—kewéjiban
@erhadap sesama manusia lainnya, dalanm kedudukannya
sebagal anggota masyarakat. 14

" Dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban di atas,
tujuan UUPLH mengatur hak dan kewajiban tersebut adalah
untuk mengintegrasikan dan menghkoordinasiksan kepenti-
ngan—~kepentingan setiap orang dalam masyarekat, sebab
kepentingan-kepentingan tersebut dapat saling berbentu-—
ran. Agar kepentingan~kepentingan itu tidak saling
berbenturan, maksa perlu diadakan pengaturan kepenti-
ngan.

Atas dssar konsep-konsep hak dan kewajiban vyang
terdapat dalam pasal 5 UUPLH, maka dapat dikatakan
bahwa hak setiap orang atas lingkungan yang baik dan
sehat merupakan hak iﬁdividual atau perseorangan vang

bersifat asasi.

Oleh Xoesnadi Hardjasocemantri, hak perseorangan

14. Koesnadi Hardjasoemantri. 1990. hukum Tata Lingkungan. Yogya—
karta : Gadjah Mada University. hal 128.
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merupakan bentuk perlindungan yang paling luas karens
hak tersebut'_memberikan kepada yané mempunyvai suatu
tuntutan vang sah guna meminta kepentingan-
kepentingannyvs terhadap lingkungan hidup yang baik dan

sehat itu dihormati. Penegakan hak tersebut disertai

dengan landasan tuntutan vang didukung oleh prosedur

hukum, perlindungan hukum oleh pengadilan, dan perang-
kat-perangkat lsinnvs
Heinhard Steiger, dkk, seperti vang dikutip oleh
Koesnadi Hardjassocemantri menvatakan, tuntutan hak
tersebut mempunysai dua fungsi yang berbeda, yaitu 195
1} the Ffunction of defense‘(Abwehrfunktion), the right
of the individual to defend himself against an
interference with his environment which is to his
disadvantege;
Z) the function of performance (Leistungfunktion), the
right of the individual to demand the performance of

an act in order to preserve, to restore or fto im-
brove his environment

Dari - kedua fungsi hak tersebut, fungsi pertams,

vaitu yand dikaitkan dengan hak untuk membels diri

terhadap gangguan yang datangnya dari luar, di dalam

UUPLH tertampung dalam pasal 34 ayat 1, sedangkan
fungsi kedua, yaitu yang dikaitkan dengan hak menuntut
untuk dilakuksnnya suatu tindakan agar lingkungan hidup

dapat dilestarikan, dipulihkan keadaannva atau diper-

15. Koesnadi Hardjesoemantri. Ibid hal 128.




baiki dalam UUPLH tertampung dalam pasal 34 ayat 2
UUPLH .
Di samping pasal 5 UUPLH, hak dan kewajiban tersebut

diatur pula dalam pasal 6 UUPLH yang menyatakan sebagai

berikut

(1) Setiap orang mempunyai hsk dan kewajiban untuk
berpersn serta dalam rangka pengelolasan lingkungan

hidup.

(2) Peran serta sebagaimana tersebut dalanm ayat (1)
pasal ini diatur dengan peraturan perundang-
undangan.

Selanjutnya tentang peran serts masyarakat UU No.23

Tahun 1897 mengatur bsashwa

(1) Masyarakat mempunyal kesempatan vang sams dan
seluas-luasnya untuk berperan dalan pengelolaan
lingkungan hidup.
(2) Pelaksanasn ketentuan pada ayat (1) di atas, dilak-
vkan dengan cara
a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyara-
kat, dan kemiskinan; :

b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan
masyarakat;

c. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk
melakukan pengawasan sosial;

d. memberikan saran pendapsat;

€. menvampaikan informasi dan/atau menyampaikan
pendapat.

Dalam penjelasannya dikatakan bahws kemandirian dan

keberdayaan masyarakat merupakan prasyarat untuk menum-

buhkan kemampuan nasyarakat sebagai éelaku dalam penge
lolaan lingkungan hidup bersama dengan pemerintah dan
pelaku pembangunan lainnya. Demikian puls dengan me-

ningkatkan kemsmpusn dan kepeloporan masyarakat akan




meningkatkan efektifitas bPeran masyarakat dalam penge-
lelaan lingkungan hidup. Selanjutnysa dengan meningkst-~
kan ketanggapsegerasan masyarakat akan semakin menurun-
kan kemungkinan terjadinya dampak negatif. Dengan
meninghkatnys ketanggapsegersan akan meningkatkan kece-~
patan pemberian informasi tentang suatu masalah ling-
kungan hidup sehinéga dapat segers ditindaklanjuti.
(Pasal 7 dan Penjelasannya)
B. Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

B.1. Pencemaran Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan hidup yang umumnya terjadi
adalah ;usaknya lingkungan.dan pencemavan, dalsm hal
ini Otto Scemarwoto menyatakan, masalah lingkungan vang
menonjol saat ini adalah pencemaran, yaitu pencemaran
udara, tansh, dan &air oleh gas buangan pembakaran
mesin-mesin pabrik dan mobil, pestisida dan limbah
pabrik .18

Robert 5. MC Namara seperti vyang dikutip oleh

Antariksa Sudikno menyatakan, dengan terjadinya pence-
maran lingkungan akan menimbulksan gangguan terhadap
kesehatan manusié, erosi tanah, sanitasi, persedisan

alr, krisis energi, populasi, dan rusaknya sumber dava

16. Otto Soemarwoto. 1976. Permasalaban Lingkungan Hidup. Kertas
Seminar Segi-Segi Hukum Dari Pengelolaan Lingkungan Hidup. BEHN.
hal 31.




alam .17

Pencemaran lingkungan menurut pasal 1 butir 12

adalah

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dima-
sukkannya makhluk hidup,zat,energi,dan/atau komponen
lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia
sehingga turun sampai ke tingkat tertentu vang menye-

babkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesusi
dengan peruntukkannysa.

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya unsur
penéemaran sebagai berikut
1. masuknya atsan dimasukkannya zat pencemar ke dalam
lingkungan;
2. adanya kegiatan manusia;‘
3. turunnya kualitas lingkungan;
4. timbulnys akibat berupa kurangnya atan tidak dapat-

nya lingkungan berfungsi sesuai dengan peruntukannva

Menurut EQ4 pencemaran lingkungan adslah :18
"Pollution any direct or indirect alternation of the
physical, thermal, bioclogical, or radiosctive proper—
ties of any part of the envirenment by discharhing,
emitting, or depositing wastes so as so effeot any
beneficial use adversely, to cause a condition which is
hazaedous or potentially haczsrdous to public healht
safety, or welfare, or to animals, birds, wildlife,
fish or aguatic life, or to plants or to cause a con-
travention of any condition, limitation, or restriction
to wich a licence under this Act is subject"

17. Antariksa Sudikno. 1987. Sebuah Permasalakan Di Dalam Lingku—
ngan. Yogyakarta : Liberty. hal 54.

18. Koesnadi Hardjasoemantri. Opcit. hal 427.




Vogem sebagaimans dikutip oleh Abdurrahman merumushkan

pencemaran sebagai berikut

"Pencemaran lingkungan adsalah penambshan bermacam-macam
bahan =sebagsi hasil dari aktivitas manusis terhadap
lingkungannya dan biasanya penambahan itu memberikan
pengaruh yang berbahays terhadap lingkungan tersebut"”

Selanjutnya pencemaran lingkungan itu mempunyai

komponen dasar, yaitu

a. Lingkungan vyang terkens adalah lingkungan hidup
manusia;

b. Yang terkena skibat negatif adalah manusianya;

c¢. Terdapatnya ‘“bahan berbahaya"” yang juga merupakan
atau disebabkan oleh aktivitas manusia, vyang pada
skhirnya merugikan eksistensi manusia sendiri,l19
Secara garis bessarnya masalah pencemaran dan bahan

pencemarnya diklasifikasikan sebagai berikut

a. Masalah pencemaran, antars lain
1). Pencemaran udara;
2). Pencemaran air;
3. Penceﬁaran tanah; dan
4). Pencemaran kebudayaan.

b. Bahan pencemarannya diklasifikasikan sebagal beri-

kut

19. Fuad Amsyari. Ibid.hal SO.




dan membina lingkungsan hidup;
¢. terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan

generasi masa depan:

d. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;

€. terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijak-
sana;

f. terlindunginysa Negara.Kesatuan Republik Indonesia
terhadap dampak usshs dan/atau kegistan di luar
wilayah negara yvang menvebabkan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup.

Pencemaran akan terjadi spabila dalam lingkungan
hidup manusia (baik 1inghungam fisik, bioleogis, dan
soslalnya) terdapat suétu bahan dalam konsentrasi
sedemikian besar, yang dihasilkan oleh sktivitas manu-
sia. itw sendiri, yang akhirnya merugikan eksistensi
manusia. Dalam hal ini bahan pencemar dikenal sebagai
“pollutan” sedang pencemarannya dinamakan peristiwa
polusi atau “Pollution".

Pada perkembangannya, bahan pencemar ini mencakup
bahan yang bersifat materiil dan bersifat immateriil
seperti tingksh laku manusia yang dapat mendatangkan
bencana baik pada lingkungan disekitarnya (tidak lang-
sung) maupun malapetaka kepada manusia sendiri (lang-
sung). Pada bencana tidak langsung, misalnya penebangan

atan penggundulan hutan vang mengakibatkan erosi tanah,




banjir di hilir, dan lain sebagainva. Sedangkan pence-

maran yang langsung seperti penggunasn pestisida,

insektisida dan sebagainya dapat menimbulkan penyakit
bahkan kematian bagi manusia.

Sejalan dengan hal di atas, Socedjono Dirdjosisworo
menvatakan secara mendasér dalam pencemaran terkandung
pengertian pengotoran (contamination) dan pembﬁrukan
(deterioration) terhadap sesuatu vang pada akhirnya
dapat memusnahkan setiap sasaran yang dikofbrinya .20

Dilihat dari segi ilmiah lingkungan hidup disebut
tercemar apabils :21
(1) suatu zat, organisne atau wnsur-unsur lain seperti

gas,cahaya,energi dan sebagainvya telah tercemar

(terintroduksi) ke dalam sumber daya atau lingku-
ngan;

(2) akibatnyaz menghalangi ataw mengganggu fungsi atau
peruntukkan dari sumber daya atau lingkungan terse-
but.

Apabila salah satu keadaan di atas belum atau tidak
terpenuhl, maka belum bisa dikatakan telah terjadi
pencemaran. Contohnya, sustu zat telash tercampur pada
alr minum, tetapi tidak mengganggu kesehatan bagi siapsa
20. Soedjono Dirdjosisworo. Ibid hal 21.

21. Harun M.Husein. Ibid hal 173.




saja yang meminumnya atau tidak mengganggu kegunaan air
itu untuk kepentingan lainnya, maka disini tidak dapat
dikatakan bahwa air minum tersebut telah tercemar, oleh
karena itu pehcemaran harus dibedakan dengan pengotoran
(contaminasi). Pengotoran (contaminasi) adalah terjadi-
nya perubahan kualitas air karens ia bercampur dengan
bahan lain tetapi tidak mengdgangu peruntukkan/kegunaan.
B.2. Perusakan Lingkungan

Apabila terjadi suatu aktivitae terhadap lingkungan
atau kehadiran benda-bends asing ke dsalam lingkungan,
menimbulkan gangguan rada ekosistem lingkungan, vang
menyebabkan timbulnya perubshan pada sifat-sifat fisik
atauw havati lingkungan, sehingga karenanys fungsi
lingkungan sebagsi sarana pendukung terlanjutkannya
pembangunan tidak atau kurang terpenuhi lagi. Dalam
keadaan demikian, secars ekologls dikatakan lingkungan
hidup telah mengalami perusakan. Misalnya, renebangan
hutan vyang sedemikisn rupa luasnya, sehingga hutan
menjadi gundul dan karena itu fungsi hutan sebagai
pengatur tats guna air terganggu (fungei hidrologis)
terjadi banjir dan erosi, menurunnya tingkat kesuburam
tanah, terganggunya proses fotosintesis dan sebagainya.
Dalam keadaan demikian, dikatakan telsh terjadi perusa-
kan lingkungan hidup.

Menurut pasal 1 angka 14 UUPLH perusakan lingkungan




dinyatakan sebagai berikut

"Perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan
perubghan langsung terhadap sifat-sifat fisik dan atan
hayatinya, yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak

berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanju-~
tan”

Dari rumusan tersebut dapst disimpulkan.adanya unsur
perusakan lingkungan vang meliputi

1. adanya suatu tindakan maﬁusia;

2. terjadinya perqbahan terhadap[ sifat fisik lingku-~

| ngan dan/ataun sifat hayati lingkungan;

3. timbulnyva akibat berups kurangnya stau tidak dapat-
-nya lingkungan berfungsi dalam menunjang pembangunan
vang berkesinambungan.‘

Rumusan perusakan lingkungan tersebut di atss mem-
berikan pengertian tentang dusa hal, y&itu‘}zz

~pertama : Bahwa perusakan lingkungan dalam dirinya

selalu mengandung pengertian tejadinya perubahan sifat

fisik lingkungan dan/atan sifat hayati lingkungan.

Untuk dapat mengetahui telah terjadinya perusakan

lingkungan perlu diketahui keadaan lingkungan sebelum

terjadinya kerusakan. Dengan perkatan lain, perlu
diketahui kondisi awal lingkungsn. Di samping itu
aiperlukan pula suatu kriteria untuk menentukan telah

22. Niniek Suparni. Ibid hat 138.




terjadinya perubahan sifat fisik dan sgifat hayati
lingkungan, sehingga perubshan tersebut dapat dikuali-
fikssikan sebagai kerusakan lingkungan.

-kedua : Perlu ditetapkannya susatnu tolok ukur

berupa kriteria untuk menentukan bahwa lingkungan

berada dalam kondisi kurang atau tidsk berfungsi lagi.

dalam menunjang pembadgunan yang berkesinambungan.
Dalam bentuk positif dapat dikatakan perlu ditetapkan

Suatu kriteris untuk menentukan bahwa kondisi lingku-

ngan masih mampu menunjang pembangunan yang berkesinam-,

bungan.

Dengan demikian esensialia pencemarsn dan atau
perusakan lingkungsn itu ﬁeliputi unsur-unsuar

1. baik pencemaran maupun perusakan lingkungan, adalah
aktivitas vyang menimbulkan perubahan langsung atau
tidak langsung terhadap lingkungan;

2. baik pencemaran maupun perusakan lingkungan adalah
aktivitas vyang menyebabkan turunnya kualitas ling-
kungan, sehingéa lingkungan kurang atau tidak ber-
fungsi sesusl dengan peruntukkannva;

3. dikaitkan dengan perumusan ketentuan pasal 35 UU
No.23 Tahun 1887 (UUPLH), pengertian keduanya
(pencemsaran atau perusakaﬁ) tidak mengandung perbe-
daan tanggung Jawab yuridis bagi pelakunva.

4. tanggung Jjawab yuridis tersebut, berhubungan erat




dengan aktivitas manusis yang menimbulkan pencemaran

_dan atau perusakan. Jadi disini tidak dipermasalah-

kan pencemaran atau perusakan vang disebabkan oleh

aktivitas yang bersifat alamish.
Sengketa Lingkungan Hidup Dan FPenyelesaian Sengkets
Lingkungan Hidup
C.1. Sengketa Lingkungan Hidup

Saat ini di Indonesia, norma hukum lingkungan vang
menjadi landasan operasional pengelolaan lingkungan
hidup adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) yang diundangkan
pada tanggsl 19 Septembe; 1987. UUPLH ini merupaksan
penyempurnasan dari UULH ¢(UU No.4 Tsahun 1882). Dari
sudut perundang-undangan, UU No.23 Tahun 1997 memberi-
kan harapan yang lebih besar bagi pengelolaan lingkua-
ngan hidup di Indonesia, karena UU ini terlihat lebih
progresif termasuk pengaturan vang menyangkut penyvele-
saian sengketa lingkungsan hidup.

Peningkatan pendayagunasn berbagai ketentuan penye-
lesaian sengketa lingkungan hidup teréebut diharapkan
akan meningkatkan ketastan masyarakst terhadap sistem
nilai tentang betapa pentingnya pelestarian dan pengem-
bangan kemampuan lingkungan hidup di masa depan. Untuk
itu pemahaman tentang penvelesaian sengketa lingkungan

hidup perlu diperdalam dan dikembangkan pada senua




pilhak, baik terhadap instansi-instansi yang terksit
maupun pada masyarskat luas.

Timbulnya pencemaran dan atau perusakan lingkungan
dapat berkembang menjadi sengketa lingkungan, apabila
salah satu pihak penderita atan korban merasa dirugikan
karena adanva penceraran dan atsu perusakan lingkungan
vang diakibatkan dari suatn kegiatan oleh siapapun baik
dengan sengaja maupun tidak. Di dalam UULH {(UU No.4
Tahun 1982) tidak dicantumkan tentang pengertisan séng~
keta lingkungan hidup.

Berdasarkan pasal 1 ayat (18) UUPLH, sengketa ling-
kungan hidup adalah perselisihan antars dua pihak atau
lebih -yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya
pencemaran dan atsu perusakan lingkungan hidup. Dengan
demikian, sumber sengketa lingkungan adalah peristiwa
pencemarsn dan/atau perusakan lingkungan

Sengketa lingkungan hidup meliputi sengketa béik
sebelum maupun sesudah sengketa menjadi perkara di
pengadilan. Menurut Abdul Hakim GN timbulnya sengkets
lingkungan hidup dikarenakan adanya beberapa faktor,

vaitu .23

1. Adanya kegiatan manusia vyang menimbulkan dampak
nedgatif pada lingkungsn yang menyvebabkan lingkungan

Z3. Abdul Hakim GN. 1989. Sengketa Lingkungan dan Masalah Beban
Pembuktian. Majalah Hukum & Pembangunan UI. hal S6-57.




menjadi kurang atsu tidak berfungsi sesuai dengan

peruntukannya, sehingga sejumlah manusia merassa
dirugikan. '

2. Adanya kegiatan manusia yang menimbulkan dampak
negatif pada lingkungan sehingga lingkungan menjadi
kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang
pembandunan yang berkesinambungan, sehingga masyars-
kat dan negsara dirugikan.

3. Adanya kebijaksanaan publik vang berkenasan dengan
lokasi sumber yang dilakukan tanpa mengindahkan days
dukung lingkungan sehingga menimbulkan kerugian pads
masyarakat dan lingkungan hidupnya yang pada suatu
saat dapat menimbulkan senghkets.

4. Adanya keputusan.....

. 9. Adanya sikap pejabat
Masa vyang terlibat dalam suatn sengketa lingkungan
itu bukan hanya satu orang, tetapi juga lingkungan itu
sendiril, baik lingkungan sebagal satu ekosisten maupun
sebagai sumber daya alan. Yang menjadi korban dslam
pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan bukan
hanys orang, melainkan Jugs lingkungan 4itu sendiri.

Terjadinys pencemaran lingkungan dan perusakan lingku-

ngan merupsakan hasil interaksi (negatif) antarsa orang

dengan lingkungannysa. Selain itu timbulnya masalah
lingkungan itu dapat merupakan hasil kumulatif dari

berbagai orang atau kegiatan 24

C.2. Penyelesaian Sengkets Lingkungan Hidup
Menurut Pasal 30 ayat (1) UUPLH "Penyelesaisn seng-
keta lingkungan hidup ' dspat ditempuh melalui pe—

ngadilan atau di lusar pengadilan berdasarkan pilihan

24. Mustadji. 1991. Penindakan Pelanggaran Hukum Lingkungan. Pro-
siding Lokakarya. hal 70.
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secara sukarela para pihak yang bersengketa.

Dari Lketentuan tersebut diketahui bahwa sengketa
lingkungan dapat diselesaikan baik melalui pengadilan
maupun di luar pengadilan.

C.2.1. Penyelesaian Sepgketa Lingkungan Hidup Melalui
Pengadilan

Seperti diketahui bahua di Indonesia berdasarkan
pasal 10 UU No.14 Tshun 1970, terdapat empat 1ingkunéan
peradilan dengan Mahkamah Adung sebagai puncaknya. Ke
empat lingkungan peradilsan tersebut ialah
1. Lingkungan Peradilan Umum;

2. Lingkungan Persadilan Agams;
3. Lingkungan Persdilan Hiliter;dan
4. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Sebagai instrumentarium juridis bagi pengelolazn
lingkungan hidup: hukum lingkungan harus menjadi suatu
bidang ilmu hukum yang akrab dengan dunia peradilan
tersebut terutama Peradilan Umun (Perdats qan Pidana),
maupun Peradilan Tata Uszha Negara, sesuai dengan
perannya sebagal lembaga judicial control tersebut di

atas.25

Sejauh ini prosedur pemenuhan gugatan dan atzau

25. Paulus &ffendi Lotulung. 1994. Peran Pengadilan Dalam Penega—
kan Hoakum Lingkungan. Jurnal tHukum Lingkungan No.54 Tabun I Mol
Tabun 1994,




tuntutan hukum dalsam sengketa lingkungan belun ditentu-
kan dalam suatu peraturan hukum perundang—undangan,
maka gugatan dan atau tuntutan hukum diajukan melalui
mekanisme Peradilan Umum atau Peradilan Tatsa Usaha
Hegara. <6 Dasar Hukum peradilan umum  tersebut adalah
Undgng—Undang No.2 Tahun 198s. Adapun dasar hukun
Peradilan Tata Usahs Negara adalah UU No.5 Tahun 1988
tentang Persadilan Tata Usaha Negara.

Aspek hukum pebdata; aspek hukum pidana dan tats
usaha negara (administrasi) merupakan sarana dalam
menyelesaikan terjadinya sengketa lingkungan melalui
pengadilan disamping penyelessian di lusar pengadilan.
C.2.1.1. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Dengan Hukum
Administrasi (Sanksi Administrasi).

Sanksi administratif mempunyai fungsi instrumen
vaitu pencegahan dan penanggulangan perbuatan terlarang

dan terutams ditujukan terhadap perlindungan kepenti-

ngan yang dijaga oleh ketentuan hukum vang dilanggar

tersebut. Menurut Siti Sundari Rangkuti, penegakan
hukum  linghungan dapat dilskukan secara preventif dan
represif. Penegskan hukum preventif berarti pengawasan
aktif dilskukan terhadap kepatuhan atas~peraturan tanpa

kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit

26. Komar Kartaatmadja. 1981. Bantirugi Internasional Pencemaran
Minyak di Laut. Bandung : Alumni.hal 127.
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yang menimbulkan dugaan bahwsg peraturan hukum telah
dilanggar. Upaya ini dapat dilakukan dengan penyuluhan,
Pemantauan dan penggunaan kewenangan yang bersifat
Pengawasan. Penegakan hukum represif dilaksanakan dalam
hal perbuatan melanggar peraturan dan bertujuan untuk
mengakhiri Secara langsung perbuatan terlarang itu.27

Di dalam UUPLH penegakan hukom administrasi terdiri

atas dua macam wewenang pemerintah yaitu wewenang

pengawasan dan Wwewenang penerapan sanksi

(administrasiy. Hengenai wewenang pengawasan distur
dalam pasal 22 sampai dengan pasal 24, sedangkan ten-
tang penerapan sanksi administrasi diatur dalam pasal
25 sampai dengan pasal 27 UUPLH dan pada bagian keempat
tentang Audit Lingkungan Hidup. Sanksi administrasi
merupakan ketentuan barn vang dimasukksan dalam UUPLH.
Jenis-jenis sanksi administrasi dalam UUPLH dapat
diketahui dari beberaps pasal beriknt ini
Pagal 25
(1) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berwenang melaku-
kan peaksasan pemerintahsan terhadap penanggung jawab
usaha dan/atsu kegiatan untuk mencegah dan mengak-
hiri terjadinya relanggaran, serta menanggulangi
akibat vang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran,

melskukan tindakan penyelamatan, penanggulangan
dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdsa-

i 27. Siti Sundari Rangkuti. 1991. Inovasi Hukum Lingkungan = Dari
Ius Constitiutum ke Tus Constituvendum. Pidato Pengukuhan  dihada-
pan Senat Universitas Airlangga.
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sarkan undang-undang.

(2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

diserahkan kepadsa Bupati/ﬂalikotamadya/Kepala

Daerah Tingkat I} dengan peraturan Daerah Tingksat
I.

(3) Pihak ketiga yang berkepentingan berhsk mengajukan

permohonan kepada pejabat vyang berwenang untuk
melakukan paksaan pemerintah, sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2).

(4, Paksasan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada

ayvat (1) dan ayat (2), didahului dengan surat
perintah dari pejabat yang berwenang.

(53 Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau

pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

Paszl 27

(1)

(2)

(3)

Pelanggaran tertentu dapat dijatuhi ssanksi berupa
pencabutan izin usaha dan/atau kegitan.

Kepala Daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut
lzin usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat vang
berwenang.

Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permcho-—
nan kepada pejabat yvang berwenang untuk mencabut
izin usaha dan/atasu kegiatan karensa merugikan
kepentingannva.

Dari isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui, bahwa

ada 3 Jjenis sanksi_administrasi dalam UUPLH, wvaitu

1.

Paksaaan pemerintahan : Pasal 25 ayat (1) sampai
dengan ayvat (4).

Uang paksa : Pasal 25 ayat (5).

Pencabutan 1izin (usaha dan/atsu kegiatan) : Pasal
27.

Dalam hukum administrasi, pakssan pemerintahan ber-

bentuk tindakan atau perbuatan nyata (feiteliik handel-




ing) vang dalsm kepustakaan hukum Belanda lazim dikensgl
sebagal "bestuursdwang' 28
Berdasarkan Lketentuan pasal 25 ayat (1) UUPLH,
raksaan pemerintahan dapat berups
~ tindakan untuk mencegah pelanggaran;
- tindakan untuk mengakhiri pelanggaran;
~ tindakan menanggulangi skibat vang ditimbulkan;
- tindakan penyelamatan;
- tindakan pemulihan.
Semua tindaksn tersebut atas beban biaya penanggungia-
wab kegiatan dan/atau usaha.

Berdasarkan pasal 25 UUPLH vang antara lain berbu-

nyi : “tindakan penyelamatan penangguhan ' dan/ataun
pemulihan.. dapat diganti dengan pembayaran sejumlah
uang tertentu”. Bunyi ketentuan tersebut merupakan

alternatif terhadap bentuk sanksi administrasi yang
pertama berupa paksaan pemerintahan. Dalam hukum ad-
ministrasi Belanda hal tersebnt dinamakan "dwangson" .29

Bentuk sanksi administrasi tertinggi adalah pencabu-

tan izin untuk meiakukan usaha dan/atsu kegiztan. Dalam

- 28. Philipus Mandiri Hadjon. 1998. WU No.Z3 Tatun 1997 Dan Penega—
kan Hukumnya Ditinjau Dari Aspek Hukum Administrasi.Makalah disam—
paikan pada Seminar Nasional Kajian Sosialisasi Undang-Undang
No.2Z3 Tahun 1997 tentang Pengzlolaan Lingkungan Hidup. Diselengga-—
rakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang 21
Pebruari 1998.

29. Fhilipus Mandiri Hadjon. Ibid hal 10.




UUPLH ketentuan sanksi administrasi berupa pencabutan

izin diatur dalanm pasal 27.

Dari ketentuan yang ada, peiabst yang berwenang

untuk menerapksan sanksi administrasi adalah :30

Paksaaan pemerintahan merupakan wewenang Gubernur KDH
Tingkat I. Wewenang Gubernur KBPH Tingkat I dalam hal
ini merupakan tugas pembantuan (medebewind) . Dengan
demikian pemerintah pusat pun berwenang menerépkan
paksaan pemerintshan dalam hal Kepala Déerah tidak
mampu atau lamban.

Penetapan uwang paksa, dalam ketentuan tidak disebut-
kan secars tegas siapa yang berwenang. Apabila di-
kaitkan dengan ketentuan pasal 25 ayat (1) UUPLH
dapat disimpulkan bshws wewenang tersebut ada padas
Gubernur KDH Tingkat T, namun dalam ayat ini bentuk
tindakannya berbeda dan prosedurnya pun berbeda maka
wewenang penetapan uang paksa masih perlu diatur
bersama-sama dengan prosedurnysa. Selams belun diatur,
berdasarkan ketentuan pasal 2Z6 ayat (2) yang menysata-
kan bahwa selama belum diatur dapat menggunakan upaya
hukum menurut peraturan perundang-undangan vang
berlakn, terutama menyangkut upaya penagihannys.

Penetapan uang paksa dilakukan oleh pejabat pemerin-

30. Philipus Mandiri Hadjon. Ibid.hal 11.




tah dan penagihannya dapat menggunakan prosedur hukum
acarsa perdata dalam hal penanggungjawab

dan/atau kegiatan tidak mau membayar secara suks

rela.

- Pencabutan izin, merupakan wewenang pejabat yang
menerbitkan izin tersebut. Dalam hukum administrasi
ketentuan semacam ini berdasarkan pada a=as "eon-
trarius actus"

Di dalam penerapan sanksi adminisﬁrasi tidak ada
satu prosédur tunggal untuk menerapkannza. balam hukun
administrasi, prosedur diawali dengan pfakarsa dan
selanjutnya adslsah 1angkah formal dari pejabat vang
berwenang untuk nenerapkan sanksi administrasi.

Dalam menerapkan sanksi administrasi, prakarsa
penerapan sanksi pertama-tama bisa dari pihak pejabat
vang berwenang menerapkan sanksi, bisa dari pejabat
vang berwenang melakukan rendawasan dan bisa dari
masyarakat. Dalam UUPLH, kemungkinan prakarsa dari
masyarakat untuk meminta penerapan sanksi administrasi
distur dalam pasal 25 ayat (3) dan pasal 27 ayat (3,
Khusus mengenai pencabutan izin, prakarsa datang dari
KDH (pasal 27 ayvat (2)).

Untuk langkah formalnya ketiga jenis sanksi adminis-
trasi tersebut masing-masing menempuh langkah formal

tersendiri. Dalam UUPLH hanya diatur Secara  sumir

usahsg




langkah formal untuk penerapsn sanksi berupa pelaksg-
naan pemerintahan, vaitu adanya surat perintah vang
mendahului penerapan sanksi berupa paksaan pemerinta-~

han. Prosedur Penetapan uang pakss belum diatur dan
prosedur péncabutan izin diatur dsalam masing-masing
ketentuan perizinan. Khusus mengenai surat perintah
vang mendahului pakssan pemerintahan akan terkait erat
dengan ketentuan UU Bo.5 Tahurn 1988 tentang P{eradilan
Tata Usaha Negara. Surat perintah tersebut merupsakan
suatu bentuk keputusan tata usaha negara (KTUN). Dengan
demikian dapat diuji keabsahannya melalui Pengadilan
Tata Usaha Negara.

Penegakan hukum admiﬁistrasi merupakan tindaksn
pertama atau langkah pertama yang dilakukan dsalam
mengatasi permasslahan yang timbul dalsm pengelolaan
lingkungan, untuk itu penegakan hukunm administrasi
dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup hendaknya
didayagunakan secarsa optimal agar tujuan untuk mewunjud-
kan pembangunan befkelaﬁjutan vang berwawssan lingku-
ngan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesis
seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruh-

nya dapat tercapsai.

oy




C.2.1.2. Penvelesaian Sengketa Lingkungan dengan Hukun

Perdata (Sanksi Perdata)

Dalam UUPLH, mengenal aspek hukum perdata banyak
penambahannya, vaitu yang meliputi permasalahan :91
a. Gugatan ganti rugi dan pertanggungan jawab mutlak
(strict liability).
b. Pengakuan " iys standi” pada organisasi lingkungan.

¢. Gugatan perwakilan vang diajukan oleh masyvarakat

(elass-actions).
Pasal 34 mengatur ketentuan tentang dibukanya ke-
mungkinan untuk mengajukan gugatsn ganti rugi ke Pe-

ngadilan atas kerugian vang ditimbulkan akibsat pencema-—

ran dan atau perusskan lingkungan hidup.

Adapun bunyi pasal 34 adalah sebagai berikut

(1) Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemszran
dan/atau perusakan lingkungan hidup vang menimbul-
tan kerugian pada orang lain stau lingkungan hidup,
mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatsan
untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindsa-
kan tertentu.

(2) Selain pembebanan untuk melakuksn tindakan tertentn
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakin dapat
menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari

keterlambatan penyvelesaian tindakan tertentu terse-
but .

Di dalam renjelasannya disebutkan bahws ayvat (1)

3l. Paulus Effendi Lotulung. 1998. Penegakan |, Hukum L ingkungan
Dalam W No.Z3 Tahun 1997 Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata.

Makalah disampaikan pada Seminar nasional Kajian danSosialisasi

Undang~Undang no.23 Tahun 1997 tentang Pengelolzan Lingkungan




dari passal 34 ini merupakan realisasi asas yang ada

dalam hukum lingkungan yang disebut 8888 pencemar

membayar. Selain diharuskan membayvar ganti rugi, pence-

mar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibe-

bani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum terten-

tu, misalnys perintah untuk :92

2. memasang atau memperbaiki unit pengolah  limbah
sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan
hidup yang ditentukan;

b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; ,

C. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Penjelasan dari avat ‘(2) rasal 34 adalah bahwa
pembebanan pembayaran uang paksa afau setiap hari
keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk
melaksanakan tindakan tertentu adalah demi pelestarian
fungsi lingkungan hidup.

Selanjutnya mengenai pertanggungan Jjawab matlak
(strict liability), dalam UUPLH distur dalam pasal 35,
vaitu sebagai berikut
(1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha

dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan pen-
ting terhadap lingkungan hidup, vang menggunakan

bahan berbahayva dan beracun, bertanggung Jawab
secara mnutlak atas kerugian vyang ditimbulkan,

we ot imuec . ..

Hidup. Diselenggarakan oleh Fakultas hukum Universitas Diponegoro.
semarang 21 Pebruari 1998. halZ2.




dengan kewajiban memnbayar ganti rugi secarsg

lang-

sung dan seketiksa pada sast terjadinya pencemaran

dan/atau perussakan lingkungan hidup.

{(2) Penanggung Jawab usahs dan/atau kegiatan
dibebaskan dari kewajiban membayar ganti
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jiks vang

dapat

rugi
ber-

sanghkutan dapsat membuktikan bahwsg pencemaran
dan/atan perusakan lingkungan hidup disebsabkan

salah satu alasan di bawah ini
a. adanya bencans alam atau peperangan, atau

b. adanya keadsasan terpaksa di luar kemampusan
sia, atan

manu-

¢. adanys tindakan pilhak ketigsa yang menyvebabkan

terjadinya bpeéncemaran dan/atan perusakan
kungan hidup.
(3) Dalam hal terjadi kerugian Yang disebabkan
pihak ketiga sebagaimans dimaksud pada ayat

ling-

oleh
(2>

huoruf ¢, pihak ketiga bertanggung Jawab membayar

Eanti rugi.

Dari bunyi pasal 35 tersebut dapat diketahui

bahwa

tanggung Jawab mutlak dapsat diterapkan untuk hal-hzal

sebagal berikut

- usaha dan kegiatan vang menimbulkan dampak besar
penting terhadap lingkungan hidup.

- menggunakan bahan berbahaya dan beracun.

- dan satsan menghasilkan limbah béhan berbahava

beracun.
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Di dalam penjelasan ayat.(l) pasal 35 tersebut
dikatakan bahwa pengertian bertanggung Jawab. secara
mutlak atau striece liability, vakni unsur kesalshan
tidak perin dibuktikan oleh pihak penggugat sebaguai
dasar pembayaran ganti kerugian.32 Ketentuan ini meru-
pakan lex Specialis dalam gugatan tentang perbuatan
melanggar hukun pada umumnya.rBesarnya nilai ganti rugi
yang' dapat dibebankan terhadap pencemar atan pérﬁ%ak
lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan
sampai batas tertentu. Yang dimaksud sampai batas
tertentu adalah jika menurut penetapan peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku. ditentukan kéharusan asuran-
si bagil usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atsau
telah tersedia dana lingkungan hidup.33

Disamping UU No.23 Tahun 1897, asas tanggung jawab
mutlak (stric£ liability) juga diatur di dalan UU No.5
Tahun 1983 tentaﬁg Zona Ekonomi Wkslusif (ZEE). Dalam
UU No.5 Tahun 1983 tentang ZEE tanggung jawéb mutlak
dibatasi dengan ganti kerugian maksimum. Konsep tang-
gung Jjawab mutlak dslam UU No.5 Tahun 1983 lebih dite-
kankan pada aspek perlindungan media lingkungan terten-

tu, wyakni lingkungan laut dalam Zona Ekonomi Ekslusif

32. Koesnadi Mardiasoemantri. Opcit hal 5.

33.  Koesnadi Hardjasoemantri. 1998. Implementasi Undang—Undang”
Nomor- 23 Tahun 1997. Makalah. Semarang : Yayasan Jamas. hal 3.




Indonesisa terhadap semua kegiatan danjenis zat vang
dapat menimbulkan pencemaran atau perusakan. Jadi tidak
dikaitkan dengan jenis kegiatan atsu zat-zat tertentu.
Indonesia Juga telsh meratifikasi Convention on
Civil Liability for 0il Pollution Damage (CLC) berds—
sarkan Keputusan Presiden No.18 Tahun 1978. Dalam
International Convention on Civil Liability for 0i]
FPollution Damage, 1968 tersebut diatur masalsh tanggung
5awab mutlak (striect liabilty) dan sebagaimana lazimnya

berlaku, maks Juga dalam hal ini dikecualikan hal-hal

tertentu yaitu vyang membebaskan pemilik kapal dsari

kewajiban membayar ganti rugi vaitu dalam hal :34

a. Jiks kecelakaan timbul karensa perang, persengketaan
bersenjata, perang saudara, pemberontskan atau
bencana alam yang tidak mungkin dapat dihindarkan.

b. Jika kecelakasn diakibatkan oleh perbuatan atau
kelalaian pihak ketiga dengan maksud untuk menimbul-
kan kerugian tersebut.

¢. Jika kecelakaan ditimbulkan oleh perbuatan atsu
kelalaian dari korban sendiri. Dalam hal ini dimak-
sudkan untuk dapat dicakup 2 kemungkinan, vaitu
-kecelakaan disebabkan karensa perbuatan atau kelal-

aisn dari negara pantai vang bertanggungjawab
terhadap terpeliharanva mercu suar dan alat-alat
navigasi lain: :
-Jika pemilik kapal dapat membuktikan bahwa kecela-
kaan timbul karena perbustan atau kelalaian oleh
pihak yang menderitsa kerugian sendiri.

Dari ursian di atas diketahui bahwa sistem tanggung

Jawab mutlak (strict liability) - mempunyai kekhususan

34. Komar Kartaatmadija. Ganti rugl Internasional Pencemaran Minyak
di Laut. Bandung : Alumni. 1981. hal 74.




dibanding dengan sistem tanggung Jjawab berdasarkan
kesalahan (ligbility based on fault). Pembuktian akan
menjadi lebih sederhana dan relatip lebih pendek pada
tanggung Jjawasb mutlak (striet Iiability), suatu hal
vang tidak Jjarang merupskan faktor penyulit dalam
proses ‘klaim ganti rugi umum. Demikian maksa Jjelaslah
bahwa prinsip umum vang diikuti dalsam ganti rugi pence-
maran laut adalah tanggung jawab mutlak (strict liabil-
ity) dengan kemungkinan penggunaan prinsip ganti rugi
umum  secara penuh (absolute Iiability) sebagai penge-—
cualian.

Dengan telah diratifikasinya CLC tersebut berarti
pemilik kapal angkutan laut berkebangsaan Indonesia
dalam menjalankan usahanya tunduk pada tanggung Jjawab
mutlak berdasarkan CLC. Aspek positif dari ratifikasi
ini adalah Indonesia relatif terlindungi dari ancaman
terjadinya kerugian skibat pencemarsn laut.

Tanggung Jawab mutlak yang dicantumkan dalam pasal
35 merupakan perlindungan hukum terhadsp korban pence-
maran atau perusakan lingkungan. Dengan diterapkannya
ajaran tanggung Jjawab mutlak, maka tidak perlu lagi
dilihat atau dibuktikan ada atau tidaknya unsur kesala-
han pada diri si pelaku pencemaran atau perusakan untuk
mengharuskan membavar ganti rugi. Dengan demikisan,

meskipun korban awam dalam permasalahan yang dihadapi




tetap akan mendapatkan haknya karena korban tidak periu

membuktikan kesalahan pelaku. Dalam hal ini adanya

resiko menjadi dassr utama bagi kewajiban =i pelaku.

kegiatan untuk memberikan kompensasi, terlepas dari ada

atau tidaknya unsur kesalshan vang dilakukan. Hal ini
sesuai dengan asas "si pencemar membayar" (poliluter
pays) dalam Hukum Lingkungan.33

Manfast 1ain dengan diterapkannva tanggung ‘jawab
mutlak dalam rerundang-undangan lingkungan adalah untuk
mendorong badan usaha vang berisiko tinggi untuk me-
mperhatikan dan memperhitungkan biava sosisal vang dapat
timbul akibat kegiatannya:

Aspek hukum perdata vang tercakup di dalam ketentuan
UU No.23 Tahun 19§7 selanjutnya adalah pengakuan " ius
standi” pada organisasi linghkungan. Pengertian “"Ius
standi” tersebut diartikan secara umun sebagai hak atan
kualiﬁas untuk tampil dan bertindak sebagai penggugat
dalam hukum di pengadilan {persona standi in
Judicio) .38

Dalam UULH, pengakuan "ius sStandi" belum disebutkan
secara ekspli=it dalam pasal-pasalnya, sehingga dalam

praktek operasionalnysa undang-undang tersebut Juga

35. Paulus Effendie Lotulung. Opcit hal &.

36. Paulus Effendi totulung. Opcit hal 9.




masih menimbulkan kendala. Selanjutnya UUPLH menerima
dan mengakomodasi pengakuan "ius standi” tersebut dalam
pasal 38 dan pasal 39

UUPLH secara eksplisit tidak memperkenankan organi-
sasi yang bertindak sebagai penggugat untuk menuntut
ganti kerugian berwujud finansial atan moneter, kecuali
biaya atau pengeluaran riil. Dengan demikian terbuka
kemungkinan bagi ‘organisasi lingkungan untuk menuntut
ganti ruéi sepanjang satau terbatss pada kerugian atsu
ongkos-onglos yang diderita atau dikeluarksan oleh
organisasi tersebut, tapi bukan ganti kerugian yﬁng
mengatas namakan kepentingan orang banyak atau lingku-
ngan, misalnya beays pemulihan lingkungan (ecological
damages) .

Bentuk perlindungan hukum aspek perdata vyang 1lain
dalam UUPLH terhadap perikehidﬁpan masyarakat dan
‘lingkungan hidup adalah diterapkannya "gugatan perwaki-
lan" oleh masyarakat atau class action vyang dalam
undang-undang ini dicantumkan dalsm pasal 37. Adapun
bunyi pasal tersebut adaiah sebagail berikut
(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke

pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum

mengenal berbagsai masalah lingkungan hidup vyang
merugikan perikehidupan masyarakst.

(2> Jika diketahui bahwa massyarakat menderita karensa
akibat pencemaran dan/atan perusakan lingkungan
hidup sedemikisn rupa sehingga memnpengaruhi perike-
hidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah

e g A R L o
e S R A i

I




vang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup
dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat .

(3) Ketentuan 1lebih lanjut sebagaimana dimaksud pads
avat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintsh.

Dari bunyi penjelasan avat (1) pasal ini dikatakan
bahwa vang dimaksud dengan hal mengajukan gugatan
Perwakilan sadalah hak kelompok kecil masyarakat untuk
bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar vang

dirugikan satas dassar kesamaan permasalahan, fakta

hukum, dan tuntutan vang ditimbulkan karens pencemnaran

dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Unsur perlindungan terhadap perikehidupan masyarakat
- dan lingkungan hidup sangat jelas disini. Dalam ayat 1
pasal tersebut diténtukan.bahwa masyarakat yang diwaki-
11 oleh kelompok kecil masyarakat berhak untuk
a. mengajukan gugatan ke pengadilan dan/ataun
b. melaporkan ke penegak hukum nengenai berbagai masa-
lazh  lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan
masvarakat.

C.2.1.3. Penvelessaian Sengketa Lingkungan Hidup déngan
Hukum Pidana (Sanksi Pidana)

UUPLH memuat ketentuan pidana secara rinci, vaitu
antara lain mengenai Berbagai ketentuan tentang penggu-
naan sanksi pidana. Hal ini dimaksudkan untuk lebih
memudahkan penegakan hukumnya dibanding dengan keten-

tuan pidana yang ada dalam UULH




Dalam penyelesaian sengketa lingkungan, penggunaan

sanksi pidans merupakan slternatif terakhir jiks in-

strumen hukum lain sudah tidak dapat mengatasinya lagi.

Hal ini dikarenakan mengacu pada asas yang menyatakan

bahwa hukunm pidana bersifat subsidair 'atau ultimum

remedium, sehingga penggunaannysa harus merupakan obat

terakhir.

Di  dalam UUPLH ketentuan pidana diatur dalam pasal

41 sampai dengan pasal 48.

Pasal 41 mengatur sebagai berikut

(1) Barang siapa yang secars melawan hukum dengan
sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan
bencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup,
diancam dengan pidana penjars paling lama 10
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rp.500.0006.000, - (lima ratus juts rupiah)

(2) Jika tindak pidena sebagaimans dimaksud pada
ayvat (1) mengakibatkan orang mati atau 1luks
berat, pelaku tindak pidana diancam dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun
dan denda paling banyak Rp.750.000.000 {(tujuh
ratus lima puluh jutsa rupiah).

Pasal 42 UYUPLH mengatur apabila ads kealpaan, vaitn

sebagai berikut
(1) Barang siapa vang ksarena alpanys melakukan
perbuatan vang mengakibatkan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup, diancam dengan
pidana penjara paling lams (sepuluh) tahun dan
denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus
jpta rupiah).

(2 Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pads
avat (1) mengskibatkan orang mati atau luks
berat, pelakue tindak pidana diancam dengan
pidana penjarsa poaling lama 15 (lima belas tahun
dan denda paling banvak Rp.750.000.000, - {tujuh




Pagal

ratus lima puluh juta rupiah).

42 UUPLH mengstur apabila ads kealpaan, vyaitu

sebagal berikut

(1) Barang siapa vang karena alpanya melakukan

(2)

perbuatan vyang mengakibatkan pencemsaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup, diancam dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan
denda paling banyak Rp.100.000.000,~ (sersatus
juta rupiah).

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud padsa
ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka
berat, pelaku tindak pidana diancam dengan
pidana penjara paling lama 5 (lim=s) tahun dan
denda paling banyak Rp.150.000.000,- (seratus
lima puluh juta rupiah)

Pasal 43

(1)

(2)

(37

Barang siapa vang dengan melanggar ketentuan
rerundang-undangan vang berlaku, sengaja mele-
paskan atau membuang zat,energdi dan/atau kompo-
nen 1lain yang berbahaya atau beracun masuk di
atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atsu ke
dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor,
memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan
tersebut, menjalankan instalasi yvang berbahaya,
padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk
menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbul-
kan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup ataw membahayskan kesehatan umnun atau
nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara
paling Jlama 6 (enam) tahun dan denda paling
banyak Rp.300.000.000, - (tiga ratus Juta
rupisah).

Diancam dengan pidana yang sanma dengan pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barang siapa
vang dengan sengaja memberikan informasi palsu
atan menghilangkan atau menyembunyikan atau
merusak informasi yang diperlukan dalam kaitan-
nya dengan perbuatan sebagsimana dimaksud pada
avat (1), padahal mengetahui atau sangat berala-
san untuk menduga bahwa perbustan tersebut dapat
merrimbulkan pencemaran dan/atau perusakan ling-
kungan hidup atau membahayakan kesehatan umum
atau nyawa orang lain.

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang mati
atau luka berat, pelaku tindak pidana disncam
dengan pidana penjara paling lama 9 (=sembilan)

Fid
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tahun dan denda paling banyak Rp.450.000.000,~
(empat ratus lims puluh juts rupiah).

Pasal 43 . ayat (1) wengandung delik formil vyang
memudahkan pembuktian, karena pencemaran dikaitkan
dengan pembuangan limbah vang melampauil ambsng batas
efluen (Hardjosoemantri, 1898 : 7y,

Pasal 44 UUPLH memuat ketentuan mengenai delik vyang
sama dengan pasal 43 hanya saja dilakukan dengan kesal-
paan. FPasal 45 UUPLH dikaitkan dengan tanggung jgwab
hukum (corporate liability), yaitu apabils tindak
pidana dilakukan oleh atsu atas nama’ snatu badan hukum,
perseroan, perserikatan, yavasan atau organisasi lain,
maka ancaman pidananva diperberat dengan sepertiga.

Pasal 46 ayat (1) UUPLH menyatakan bahwa apabila ada
tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 45,
maka tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serts
tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud bada pasal 47
dijatuhkan baik terhadap badan hukun, perseroan, per-
serikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun
terhadap mereké vang memberi perintah untuk melakukan
tindak pidana tersebut atau vang bertindak sebagai
pemimpin dalam perbuatan itu atan terhadap kedua-~
duanya.

Ayat (2) pasal 48 UUPLH menyatakan bahwa Jika tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dilakukan

oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun




berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan
badan hukumi perseroan, perserikatan, vayasan atan
orgdanisasi lain, maks tuntutan pidans dilakukan dan
gsanksi pidans dijatuhkén terhadap mereks vang memberi
perintah atau vang bertindak sebagail pemimpin tanpa
mengingat apaksh orang-orsng tersebut, baik berdasar
hubungan kerjsa maupun berdasar hubungan lain, melakukan
tindak pidana secara sendiri atan bersama-sama. Ayat
(4) pasal ini berkaitan déngan keharusan pengurus
menghadapi sendiri 4di pengaditian, meskipun pada sagt
penuntutan diwakili bukan pengurus .

Pasal 47 UUPLH menyatakan sebagai berikut

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam
Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang ini,
terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat
pula dikenakan tindakan tats tertib berupa
a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak

pidana, dan/atan
b. penutupan seluruhnya atau sebagian perusshaan,

dan/atan
c. perbaikan akibst tindak pidana, dan/atau
d. mewajibkan mengerjakan apa yvang dilalaikan tanpa
hak, dan/atanu
meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan/atan
menempatkan perusahasn di bawah rengampuan paling
lama 3 (tiga) tahun.

s (T

Mengenail ketentuan pidana ini perlu diperhatikan
penjelasan umum UUPLH yang menyatakan bahwa sebagai
penunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan
hukum pidana tetap memperhatikan asas subsiaritas,

vaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabi-
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| la sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administra-
si, sanksi perdata dan alternatif penyelesaian senghetas
lingkungan hidup di luar pengadilan tidak efektif
dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif besar
dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.
C.2.2. Penvelesaian Sengketa Lingkungan Di luar Penga-—
dilan

g Penyelesaian sengketsn lingkungan di luar pengadilan

vang disebut Jjuga dengan ADR (Alternative Dispute

Resolution ) merupakan konsep renyelesaian konflik atau
sengketa di luar pengadilan secars Kooperatif vyang
diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap
suatu konflik atau sengketé vang bersifat menang-menang
(Win-ﬁin). Yang dimaksudkan solusi "menang-menang"
disini adalah solusi atau kesepakatan yang mampu men-
cerminkan kepentingan atau kebutuhan selﬁruh pihak-
pihak vang terlibat dalam konflik tersebut (shared
interest). 97

ADR sangat relevan dikembangkan dalam penyelesaizn
konflik-konflik yang berksaitan dengan sumber_daya alam
maupun pencemaran industri. Penerapan ADR dalam konflik

lingkungan lebih tepat didayagunakan karena sifatnya

37. Mas Achmad Santosa. 1998. UU No.Z3 Tahun 1997 Ditinjau Dari
Aspek Feasibilitas Penerapan Alternative Dispute  Resolution.
Makalah pada Seminar Nasional btingkungan. Universitas Diponegoro
Semarang. Semarang, 21 Pebruari 1998. thal 1. .




vang lintas sektoral dan bukan nerupakan urusan semsta-
mata (eksklusif) pemerintah, serts Penyelesaiannya
hampir dapat &ikatakan tidak dapat diselesaikan Secara
"menang kalah", namun bersifat jangka panjang, terkoor-
dinasl antar institusi terkait, partisipatoris, dan
oleh karenanyaz lebih tepat diselesaikan melalui cars
Join problem solving vang melibstkan seluruh stakehold-~
ers.
Terdapat 4 (empat) pasal 30,31,32,33 yang mengatur
ADR  dalam UU No.23 Tahun 1997 . Pasal-pasal tersebut
hanya mengatur priﬁsip—prinsip unum ADR vyang menjadi
pedandan masyarakat dan pemerintah untuk menerapkan ADR
dalam penvelessian sengkeﬁa lingkungan. Dari keempat
pasal tersebut, dapat disimpulkan berbagai prinsip umum
sebagai berikut :98
~ ADR yang dikenal dalam UU No.23 Tahun 1997 merupakan
ADR  dalam konteks penyelesaian sengketa (sengketa
gelah muncul/after the fact).

~ ADR bersifat sukarela dan pilihanr (voluntary dan
optional).

- ADR tidak dapat diberlakukan terhadap tindak pidana
lingkungan.

- ADR tidak dapat diberlakukan secars simultan dengan

38. Mas Achmad Santosa. Ibid. hal 3.




Proses penyelesaian  di pengadilan untuk lainnya
Sepertil pengendalian dampak lingkungan.

- Pilihan forum ADR dapat berbentuk negosiasi, mediasi,
arbitrase, maupun bentuk-bentuk lainnya yang merups-~

kan pendembangan dari ketiga bentuk tersebut.

- Keberadaan lembaga penyedia Jjasa penvelessaian sengke




BAB TIL

HASTY. PENFLITILAN DAM PEMBAIILASAN

A. GAMBARAN UMUM PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN EASUS

LINGRUNGAN HIDUP DI INDONESIA
Di dalam tahap Pelita Vi, memasuki era PJP I1,
masalah-masalah lingkungan mulai menampakkan gejala

vang semakin kompleks dan =sulit untuk ditanggulangi.

Tingkat pertqmbuhan ekonomi dalam Repelita VI yang‘

diproyeksikan §,2% pertahun dan laju pertambahan pendu-
duk vyang masih tinggi berpotensi terhadap kemerosotan
Jumlah dan mutu maupun kerusakan sumber dava alam dan
lingkungan hidup.

Fakta vyang dikemukakan dan dimuat dalan berbagai
laporan resmi menunjukkan bahwa pada Pelita VI sektor
neon migas telah mulgi menggeser peranan sektor andsalan
dalam Repelita VI dan Repelita-Repelita selanjutnys.
Dalam Repelita VI, laju pertumbuhan sektor ini di-

proveksikan sebesar 10,8% pertahun. Kecenderungan

tersebut tentu saja terkait dengan tingginya penggunaan .

sumber daya alam seperti air, bahan tambang atau mine-
ral, serta flora dan fauna yang berpotensi menurunkan

kualitas lingkungan hidup.




Demikian duga tingginya rata-rata laiu pertumbuhan

sektor bPertambangan dan penggalian non migas sebesar -

8,9% pertahun dapat mempercepat proses kerusskan lahan
dalam wakty vang relatif singkat dan mengakibatkan
merosotnya kuslitas lingkungan. Apabila kegiatan penam-
bangan terbuka (open pit) dilakukan di daserah resapan
alr maka skan mengakiﬁatkan terdanggunya sistem tata
air pada kawasan vang mungkin janh lebih 1luas dari
kawasan tambang itu sendiri.

Di sektor.industri, laju industrialisasi akan tetap
tinggi dalan Repelita VI dan masih akan terkonsentrasi
di kawasan perkotaan dan sekitarnya. Apabila melihat
peningkatan jumlah penduduk di perkotaan dari sekitar
30,9% menjadi 40, 3% pada Repelita VI, maka hal ini akan
sangat meﬁpengaruhi kualitas lingkungan perkotsaan
berupa pencemaran air,udara, serta peningkatan sampah
kota.

Apabila tidak perdapat kebijakan penyebaran industzri
ke Pulau Jawa, maka jumlah emisi total vang ada seka-
rang di Pulaw Jawa akan meningkat 6 kali lipat pada
tahun 2010. Diperkirakan Juga apabila tidak terdapat
~.kebijaksanaan nyata untuk mengatasi keadaan ini, pada
tahun 2010 sekitar ‘85% dari korban akan mengslami
infeksi saiuran pernapasan (inflammation of respiratory

tract) di Puian Jawa, dan akan melanda sekitar 15% di




luar Jawa, khususnya di Sumatera Utara, Kalimantan
Selatan dan Bali.

Data penting lainnya yang perlu dikaji adalah data
Bank Dunia yang memprediksikan perkembangan industri di
tahun 2000 an yang bakal mengalami perubahan yang cukup
substansial. Apabila pada tahun 1890, total hasil
produksi sektor industri di luar Jawa sebesar 25 » maka
pada tahun 2010 diprediksikan akan meningkat menjadi
35%. Di  luar Jaws diperkirakan‘akan didominasi oleh
denis dindustri pengolahan (processing industry) vyang
lebih bersifat padat polusi (heavily polluted). Sedang-
kar di Pulau Jawa akan menjadi tempat industri peraki-
ten (assembly industry), vang relatif lebih bersih. Hal
ini mengandung konsekuensi bahwa di tahun 2000 diperki-
rakan total jumlah partikulat (debu) vang dihasilkan di
luar Pulau Jaws akan melebihi total jumlah partikulat
vang ada di Pulsu Jaws. Demikian juga pada tshun 2010,
Jumlah pencemaran BOD di luar Jawa akan sama dengan di
pulau Jawa.

Fulan Jawa, khususnya Jawa Barat dan DKI Jakarts
Juga terancam oleh bahava limbah berbahays dan beracun
(limbah B-3). Studi vang dilakukan oleh Dames &
Moore,Ine, di tahun 1993 memberikan estimasi dimana
Jawa Barat dan DKI‘Jakarta saat ini menghasilkan 2,2

juta ton limbah B-3 pertahun. Bahaya limbah B~3 terse-




but tvidak hanya berbahaya terhadap kesehatan manusia,
famun  juga membutuhkan biaya pemulihan yang sangat
| - mahal. Demikian data vang diperoleh dari JIndonesisan
‘ Center For Environmental] Law (rcery. 1

FPada tahun 1997 dan tahun-tahun kedepan, seluruh
bangsa di dunia akan mempersiapkan diri memasuki era
perdagangan bebas. Paling sedikit terdapat 3(tigza)

permasalahan utams yang berkaitan dengan keterkaitan

antara perdagangan bebas dengan lingkungan hidup yai-
i tu L2

A. Potensi berkurangnyvs daya saing dan hilangnya pasar

bagli pengekspor vang berasal dari negara-negars

berkembang khususnya pengekspor berskala kecil

j Larens harus menvesuaikan dengan persysaratan-—

; persyaratan lingkungan yvang diterapkan oleh negara

indugtri meju;
B. Relokasi industri dari negara maju ke negara berkem-~

; bang (industrial Fflight):

Ca

Penggunaan isu perdagangan bebas dari pemodal untuk
menekan Pemerintah agar mengenyampingkan ataun me-

longgarkan kewasiiban-kewajiban lingkungan (environ-

1 Efektifitas Kebijakan, Penegakan Hukum & Penataan Lingkungan
17926. Buletin Informasi Hukum Dam Advokasi Lingkungan No.0&/1997.
hal 2.

Indonesian Center For environmental Law (ICEL). hal 3.

2. Buletin Informasi Hukum Dan Advokasi Lingkungan No.0&/1997.




"adalah salah satu isup penting vang

mental investment Vs reducing cost to inecrease

competitiveness).

Isyu-iayu (BY dan (C) 1lebih menyangkut ‘ancaman

terhadap rakyat vang memiliki posisi relatif lemsh

sehingga advokasi terhadap kedus aspek ini tidak memi-

1iki gaung dibandingkan isyu A.

FPersoalan penegakan hukum dan penataan lingkungan

selalu dibahas,

apabila kits berbicars mengenal kondisi dan status dari

lingkungan hidup Indonesig. Lemahnysa penegakan hukum,

membuat parsa pencemar bukan hanya sekedar tenang-tenang

saja akan tetapi kian tidak peduli dalam melahkukan

tindakan-tindakan pencemaran dan perwusakan lingkungan.
Kendatipun pemerintah telsah menyediskan berbagsai insen-

tif, disintensif dan fasilitas gerak kesukarelaan

penataan lingkungan ity seakan makin tertatih. Kondisi
ter=zebut di atas setidak-tidaknya tergambar dari jumlah

kasus lingkungan dalam tabel berikut ini.




TABEL I

JUMLAH KASUS LINGRUNGAN HIDup
TAHUN 1998

!ONO ! MEDIA/JENIS ! JUMLAH KASUS t
! 1!  Kebisingan | 3 o
o2 Flora & Fauna ! 14 !
! 31 Hutan ! 37 |
' 4 | Laut ! 11 !
5! Sampah ! 3 !
' B Tambang ! 29 . !
! 7! Tanah ! 5 !
gl Udara = ! : 30 !
Pogod Air ‘ ! 73 o
i ! JUMLAH ! 205 !
Sumber : Indonesian Center For Environmental Law

(ICEL) 1997

Dari data tersebut diatas diketahui bahwa kasus
lingkungan dengan medisa alr berada pada urutan teratas,
kemudian hutan diurutan kedua dan udara pada urutan
ketiga

Dalam menghadapi masalsh tersebut, Pemerintah sen-
diri sebenarnya telahrmengantisipasinya. Seperti dari
mulai perangkat hukum sampai dengan suatu badan vang
khusus untuk monitoring pencemaran dan perusakan ling-
kungan hidup. Kesemuanysa merupakan aset untuk bertang-
gung Jawab (Pemerintsh, Masyvarakat dan Indus?rialis)
dalam ﬁenanggulangi masalah pencemaran dan perusakan
lingkungan. Selanjutnya tabel berikut ini dapat menun-

Jukkan penanganan (model penvelesaian) yang telah

iy




dilakukan pada kasus lingkungan tersebut.

TABEL 1I7T
HODEL PENYELESAIAN REASUS LINGRUNGAN HIDUP

TAHUN 1998
: NO | MEDIA/JERIS - JML ! MODEL PENYELESAIAN |
| ! ! ! :
! ! ! ! ADM ! PDT ! PDN ! ADR !
! 1 ! Kebisingan ! 3.t 3 v L !
! 2 ! Flors&Fauna ! 14 S T T T !
! 3 ! Hutan ! 37 Lt D L !
' 4 ! Laut ! 11 T T T L }
5 ! Sampah ! 3 S e R T 1
! 8 ! Tambang ! 29 125 ! .
¢ 7 ! Tanah ! 5 S i
' 8 ! Udars ! 30 N ! !
b9l Adr ! 73 138 ' 3 1} 3 ! 5
i fFJUMLAH 205 Y8 ot 5 1 g 10 !
Sumber : Indonesian Center For Environmental Law

(XICEL) 1987.

Dari data tersebut dapat diketshui bahwa penyelesai-

an terhadap kasus lingkungan yang terbanyak adalah
dengan penyelessian administratif kemudian ADR (musys-

warah) selanjutnya pidana dan perdats. Namun demikian

dengan melihat jumlah kasus vang ada nampak disini

bahwa masih banyak kasus vang belum/tidak jelas bagai~
mana penvelesaiannva.

Aspek hukum administrasi, aspek hukum perdata, aspek
hukum pidana dan ADR (Aiternatif Dispute Resolution)

merupakan sarana dslam menvelesaikan terjadinya sengke-~




ta lingkungan. Aspek hukum vang berkaitan dengan proble-
ma lingkungan hidup tersebut semakin terass penting
penegakannva dalam masyarakat sebagal salah satu saransa
untuk mempertahankan dan melestarikan lingkungan hidup
vang baik.
PENERAPAR ASAS TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY)
DALAM KASUS LINGRUNGAN HIDUP DI PENGADILAN NEGERI
Aspirasi bangss dzalsam Pembangunan Nasionzal Janghksa
Panjang Kedus menghendaki diwujudkannya peningkatan
kesejahteraan hidup masyarakat secara berlanjut, hal
ini mengandung pengertian dalam Pembangunan Nasional
tidak hanva tertuju pada aspek atau proses membangun
saja, tetapi juga terkandung tuntutan untuk mempunvai
suatu kemampuan mengendalikan dan mengantisipasi berba-
gail risiko dalam aktivitas pembangunan salah satunya
melalui pengembangan segi hukum vang berkaitan dengan
masalah lingkungan ini meliputi, aspek
pidana,perdata,tata usahs negara maupun hukum interna-
sional dan cabang-cabang ilmu hukum vang terkait‘ lain-
nya. Masalah lingkungan hidup haruslah ditangani secars
integral meliputi berbagai bidang yang saling berkait
dalam masyarakat, apabila kita inginkan bahwa kebijakan
(policy) dan komitmen kita tentang pelestarian lingku-
ngan hidup itu dapat terlaksana dan terwujud sebagaimza-

na vang diharapkan. Dalam rangkaian penanganan secara




lntegral itu, sslah Satu mata rantai dalam segl penegsa-
kan hukumnyg adalah fungsi pengadilan vang bertindak
Sec¢arsa repre=sif dan mempunyal peran sebagai "Judiecial
control” dengan segalsa keterbatasan dan kelebihannya.3

Meskipun dari hasi} penelitian yang dipersoleh dari
data-data penanganan kasus yang dihimpun ICEL menunjuk-
kan bahwa jumlah bresentase kasus lingkungan vang tidak
terselessaikan ternyata cukup besar vaitu sejumlah 51%.
Penggunaan jalur perdata (litigasi perdata) hanysalah 5%
dari jumlah yang ads, sedangkan pidana hanyalah 3%, Hal
ini dapat diindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat
terhadap pengadilan dalam menyelesaikan kasus lingku-
ngan masih sangat rendah dan belum menunjukkan presen-
tase vang meningkat .4 Namun demikian permasalahan
berupa kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang
terus meningkat sebagaimana digambarkan dalam tabel I
diatas, merupakan permasalahan rumit yang memang harus
dihadapi.

Penerapan asas tanggung jawab mutlak (striet liabi-

1ity) sebagsi aspek hukum perdata dalam Sistem Hukum

3. Paulus Effendi Lotulung. 1994. Peran Pengadilan Dalam Penegakan
Hukum  Lingkungan. Jurmal  Hukum Lingku— ngan No.56 Tablun 1
No.1/1994. hal 55.

4. Buletin Informasi. Opcit . hal 9.




Lingkungan merupsakan tuntutan kehidupan masyarskat .9
Misi pengelolaan lingkungan hidup yang diamanatkan
dalam Undang-undang HKo.4 Tahun 1982 maupun Uy No.23
Tahun 1997 menuntut dilakukannya upaya perbaikan kuali-
tas lingkungan hidup, dengan diaturnya tanggung jawab
matlak (striet liability) dalanm kedua peraturan terse-
but sebagsi salsh satu kesepakatan dalam Deklarasi
Stockholm Tahun 1872 menuntut agar pelaksanaan hukum
dari asas tanggung jawab mutlak tersebut éerlu untuk
dioptimalisasikan atau didinamisasikan sehirgga mampu
menunjukkan efektivitas hukumnya.
Henurut kétentuan pasal 1 angka 19 Undang-undang
¥0.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

(UUPLH), senghkets lingkungan hidup adalah penyelessaian

antara dua pihak satsu lebih vang ditimbulkan oleh
adanys atau diduga adanys pencenaran dan/atan perusakan
lingkungan hidup. Pencemsran lingkungan timbul karens
masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi,
dan/atau komponen lain ke dalanm lingkungan hidup oleh
kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke
tingkat tertentu vang menyebabkan lingkungan hidup

tersebut tidak dapat herfungsi sesuai peruntukkannyva

3. Daud Silalahi. 1996. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan
Hukum  Lingkungan Indonesia. Edisi Revisi. Bandung : Alumni. hal
129-132.




(periksa pasal 1 avat (12) UUPLH), migalnya sebuﬁh
suﬂghi vang Qitetapkan melalui SK Gubernur Sebagai
golongan B (untuk air minum) vang kemudian dicemari
oleh limbah perusahaan kertas atauv tekstil dan beraki-
bat kuslitas sungal tersebut turun, sehingga tidak
dapat berfungsi lagi sebagai bahan baku air minum
(sesuai peruntukkannya). Sedangksan rerusakan lingkungan
timbul karena tindakan yang menimbulkan perusskan
langsung atau tidak langsung terhédap sifat fisik
dan/atau hayatinya vang mengakibatkan lingkungan hidup
tidak berfungéi lagi dalam menunjang pembéngunan berke-~
lanjutan (periksa rasal 1 ayat (14) UUPLH). Misalnya
sebuah perusahaan di wilayvah pantai melaksanakan rek-
lamasi pantai sehingga berakibat hancurnya dan hilang-
nya tambak-tambak disekitar pabrik.

Selanjutnya mengenai penvelesaian sengketa lingku-
ngan hidup dalam UUPLH memberikan alternatif pilihan
vakni melslui pen%adilan atau di luar pengadilan. Hal
ini diatur dalam pésal 30, vaitu sebagai berikut

(1) Penyvelesaian sengketa lingkungan hidup dapat
ditempuh melalui pengadilan atan di luar penga-

dilan berdasarkan pilihan secars sukarela para

pihak yang bersengketsa.

(2) Penyelesaian =engketa di luar pengadilan seba-
gaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku
terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagsai-
mana distur dalam uwndang-undang ini.

(3) Apabila telah dipilih upaya penvelegsaian sengke-




ta lingkungan hidup di luar péengadilan, gugsatan
melalui pengsadilan hanya dapat ditempuh apabila
upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil] oleh
salah satu atan para pihak yang bersengketa.

Menurut Penjelasan pasal 30 ayat (1), dibebaskannya
pilihan untuk penyelesaian.sengketa adalah ditujukan
untuk melindungi hak keperdataan dari para pihak vang
bersengketa, Selanjutnya, Penjelasan pasal 30 ayat (3)
menegaskan bahwa cara penyelesaian sengkets yang be;i
tingkat ini adalah untuk mencegah terjadinya putusan
vang berbeda mengenai fatu sengketa lingkungan hidup
untuk menjamin kepastian hukum. |

Berdasarkan ketentuan dalam pasal Bﬁ tersebut maka
dapst dimungkinkan Secara langsung mendajukan gugatan
ganti rugi di lusar pengadilan atau melalui pengadilan
sebagaimana vang dimsksud dalam pésal 34 sampai dengarn
pasal 39.

Asas tanggung jawab mutlak (strict liability) terse
but merupskan Prinsip Pertanggungjawaban hukum (liabil
ity) vang telah berkembang sejak lama vakni berawal
dari sebusah kasus di Inggris (Rylands v.Fletch-
er) pada tahun 1868.5% Menurut teori inid, spabila
seseorang menjalankan denisz kegiatan vyang dapat digo-

longkan sebagai extrahazardous stau ultrahazardous atau

6. Mas Achmad Santosa dikk. 1997. Fenerapan Osas Tanagung Jawab
Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup. Jakarta
Indonesian Center For Inviromental Law (ICEL}). hal 8.




abnormally dangerous, maka ia diwajibkan memikul segals
kerugisan vang ditimbulkan walaupun ia telah bertindak

sangat hati-~hati (utmost care) untuk mencegah bahaya

atau kerugisan tersebut, walaupun dilakukan tanpa kese-

ngajaan.

Selanjutnya aasas ini diadopsi dalam berbagai peratu-
ran perundang-undangan nasional dan Konvensi-konvensi
Internasional. Indonesia menundukkan diri untuk mene-
rapkan asas ini sebagai pihak atau peratifikasi dari
Konvengij Internasional, vang kemudian secara tegas

mengaturnya dslam bperaturan perundang-undangan nasico-

nal. Bermula dari uu No.4lTahun 1982 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Pengelolsan Lingkungan Hidup (UULH)Y, Uy
No.5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indone-
sia dan UU No.10 Tahun 1897 tentang Ketenaganukliran.
UU Ho.4 Tahun 1882 kemudian dirubah dengan UU - No.23
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jika kita melihat UULH 1882 sebenarnya mustan sasas
tanggung Jjawab mutlsk sudah diakomodir vaity di dalam
qual 21 yang berbunyi

“"Dalam berbagai kegiatan yang menyangkut jenis sumber
daya tertentu, tanggung jawab timbul secara mutlak
pada perusak dan atan pericemar, pads saat terjadinya
perusakan dan atau pencemsran lingkungan hidup, vang

pPengaturannya diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan."”

Dalam penjelasannya disebutkan 1lebih jauh bahwa

i ]




tanggung Jawsab mutlak akan dikenakan secara selektif
atas kasus vang akan ditetapkan berdassarkan peraturan
perundang-undangan .yang  dapat menentukan Jenis dan
kategori kegiatan vang akan terkensa oleh ketentuan
termaksud.

Kendatipun asas striet liability dalam UU No.4 Tahun
1882 telah diskomodir tetapi ternyata untuk menerapkan
Pasal 21 masih mengandung permasalsahan,

Di dalam UU No.d Tahuﬁ 1982, bab VI tentang “"Ganti
Kerugian dan Biava Pemulihan", terdapat 2 (dua) pasal;
vang mengatuf tentang hal-hal vang berksitan dengan
ganti kerugian dan biaya pémulihan lingkungan vaitu

1. Penyelesaisn ganti kerugian dan biava pemulihan

lingkungan melalui mekanisme suatu TIM {pasal

20);

%]

Dasar hukum penerapan asas tanggung Jjawab mutlak.

Dikarenakan asas tanggung jawab mutlak merupakan
pengecualian dari doktfin perbuatan melawan hukum pada
umumnya (lex specialis) dimana ketentuan umumnya menga—
cu pada pasal 1385 KUH Perdats (perbuatan melawan
hukum secara umum). Pasal 1385 KUH Perdata tersebut
menganut pertanggungiawaban bexrdasarkan kesalahan
sementara Pasal 21 menganut pertanggungjawaban tanpa
kesalahan . Maka disini Pasal 21 merupakan pasal vyang

terkucil (alineated) dan bertentangan dengan ketentuan




umumnyva { lex generalis) sehingga tidak dapat diberlakn-
kan. |

Hal ini seringhkali menjadi kendsla dalam penegakén
hukum  lingkungan dari aspek perdata, karens banyvak
kasus-kasusg gugatan ganti rugi menjadi tidak tertam-
pung, sedangkan uhtuk mengajukannysa langsung ke Penga-~
dilan Negeri atas dasar pasal 1385 KUH Perdata (BW)
masih terdapat adanya dug pendapat dalam praktek pe-
ngadilan.”

Pertama, sebagian pengadilan berpendapat bahwa
gugatan demikian secars prosedural belum dapat diajukan
ke Pengadilan Negeri, selama belum ditempuh terlebih
dahulu penyelesaiasnya melalui mekanisme suatu Tim
(pasal 20), sehingga gugatan ke pengadilan negeri
selalu kandas dan diputus dengan menyatakan tidak dapat
diterima (N.0. atau niet ontvankelijkverklaard).

Kedua, sebagian pengadilan yang lainnya, menyatakan
bahwa gugatan demikian tetap dapat diproses di Pengadi-
lan Hegefi melalui pasal 1385 KUH Perdata walaupun
peraturan ‘Perundang-undangan tentang pembentukan TINM

belum dikeluarkan. Argumentasi mereka pasal 21 merupa-

7. Paulus Effendi Lotulung. 1998. Penegakan Hukum Lingkungan Dalam
W No.Z3 Tatun 1997 Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata. Makalah
pada  Seminar Nasional Kajiam dan Sosialisasi Undang-Undang No.23
Tahun 1997 tentang FPerngeliolaan Lingkungan Hidup. Diselenggarakan
oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. semarang, 21 Pebruari
1998,




kan lex specialis di bidang iingkungan, sedangkan pasal
1365 KUH Perdata merupakan JIex generalis di bidang
gugatan ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum.
Apabila dan selama Jlex specialis belum dapsat diterap-
kan. Maka ketentuan Jex generalis dapat diterapkan.
‘ Berpijak dari kenyataan tersebut, maka dalam UU
ﬁb,ZB Tahun 1997,dalam BAB VII yang mengatur tentang
Penyvelesaian sengketa lingkungan hidup, secara. alterna-
tif dapat dipilinh apakah melalui pengadilan stau di
luar pengadilan, dengan ditentukan syaratnya yaitu
dalam pasal 30 ayat 3. Dengan demikian dimungkinkan
secara langsung mengajukaq gugdatan ganti rugi ke pe-
ngadilan sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 34
sampai 39 UU No.23 Tahun 1887.

Perlindungan hukum terhadaé korban pencemaran atau
perusakan lingkungan dalam UU No.23 Tahun 1997 tersebut
diwusjudkan dengan mencantumkan ketentuan mengenai asas

tanggung jawab mutlak di dalam Pasal 35 vang berbunvi

"1.Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usahsa
dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting
terhadap 1lingkungan hidup yang menggunakan bahan
berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah
berbahava dan beracun bertanggung Jjawab Secars
mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dengan kewaji-
bsn membayar ganti rugi secara langsung dan seketiks
pada saat terjadinyva pencemaran dan/atan perusakan
lingkungan".

.Penanggung Jawab usaha dan/atan kegiatan dapat
dibebaskan dari kewajiban membavar ganti rugi s=eba-
gaimana dimaksud padza ayat (1) jika vang bersanghu-

s\




tan dapat membuktikan bahwsg pencemaran dan/atay

perusakan lingkungan hidup disebabkan oleh =alah
satu alasan di bawah ini

a. adanya bencana alam ataun Peperangan, atan

b. adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia
atau

¢. adanyvsa tindskan pihak ketiga vyang menyebabkan

terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingku-
ngan hidup.

3.Dalam hal terjadinya kerugian yang disebabkan oleh

pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢, pihak ketigsa bertanggung jawab membayvar

Eanti rugi.

Pengertian tanggung jawab secara mutlak atau strier
liability sebagaimana yang terdapat dalam Penjelasan
pasal 35 adalah uhsur keszlahan tidak perlu dibuktikan
oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti
kerugian. Ketentuan ayat ini merupakan Jex spesialis
dari gugatan tentang perbustsan melanggar hukum peada
umumnya. Besarnya nilai ganti rugi vang dapat dibeban-
karn  terhadap pencemar atau perusak lingkungsan hidup
menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas terten-
tu. Yang dimaksud sampai S&tas tertentu adalah Jika
menurut penetapan peraturan perundang-undangan vang
berlaku, ditentukan keharusan asuranéi bagi usaha

dan/atau kegiatan vang bersangkutan atau telah tersedis

dana lingkungan hidup (environm@ntal dedicated Ffund).
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wEhank s5d (NERSPAMSITEY PRI an Eugatan dan atap
tuntutan nukum  dalam kasus lingkungan hidup belum
ditentukan dalam suatuy peraturan perundangan, keadaan
ini menjsdikan gugatan dan tuntutan hukum atas permasa-
lahan lingkungan diajukan melalui mekanisme Peradilan
Umum dan atag Peradilan Tsats Usaha Negars . O
Dengan demikian maka untuk dapat mengdetahui bagaima-
na penerapan asas. tanggung Jawab mutlak dalam kasus
lingkungan di Fengadilan Negeri maks dalam penelitian
ini  kajian dan analisisnya disertai dengan beberaps
hasus lingkungan (perdata) yang telah diputus oleh
Fengadilan Hegeri.
Pertama adalah Kasus Kali Bsabon di Kotamadya Semarang.
Kasus Kali Babon merupakan sengketa Pencemaran lingku-
ngan akibat limbah buéngan pabrik yang akhirnya wence-
mari sungai tersebut. Penggugat adalah warga yang
tinggal disekitar lingkungan sungai Babon di Kecamatan
Sayung, Kabupaten Demak. Adapun Tergugat adalah
1. PT. Condro Puénomo Cipto ; Industrj Penyamakan
Rulit.
2. PT. Puspita Abadi ; Industri Penyamakan Kulit.
3. PT. Rodeo ; Industri Tekstil

4, PT. Bintang Buana 3 Industri Fenvamakan Rulit .

8. Koesnadi Hardjaspemantri . Hukum Tata Lingkungan. Edisi Kesnam.
Yogyakarta Gajah Mada University Press.hal 374-30g,
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9. CV. Sumber Baru : Industpei Kertas,

5. Puskud Mina Baruna ; Industrj Cold Storage.

7. Walikotsy Kotamadia Daerah Tingkat I3 Semarang.

Penggugat sebagai petanj tambak memiliki/ nenggdarap

tansh tambsk vang terletak di desa Bedono Kecamatan

Sayung, Kabupaten demal, sebagai gantungan hidupnys

dengan menjual udang dan ikan. Dalanm hal ini menuntut

ganti rugi karena Perbuatan melawan hukump yang dilaku-

kan oleh Parsa tergugsat, dimans industri vang dimilik;

Para Tergugat membuang limbahnya ke Sungai Babon ge-

hinggs menyebabkan Pencemaran. Berdasarkan pasal 1385

melalni Pengadilan Negeri Semarang.
Hakim Pengadiian Neéeri Semarsng srntara .lein Bgi-

dawi,SH;Nawizap Anwar, SH;HR. Soetrisno Herrytjahjono,
SH, atas dasar ketentuan pasal 1385 KUK Perdats perihgal
perbuatan melawan hukum yo Pasal 34 UU No.23 Tahun
1887, dalam Amar Putusannya tanggal 13 Oktober 1998
ﬁb.42/Pdt/G/1998/PN Smg, mengabulksan gudatan penggugat
atas ganti kerugian akibat pencemaran air vang diaki-
batkan oleh limbah buangan pabrik tergugat. Namun

kemudian bzik Tergugat maupun Penggugat naik banding

karena gugatan ganti rugi yang diputuskan hakim tidak




sesual dengan Bugatan ganti rugi vang dituntut Penggu-
gat .9
Kedua, kasus XKali Banger di Kotamadya Pekalongan.

Kasus Kali Banger merupskan senghkeatsa lingkungan hidup
akibat pencemaran air kali Babon akibat limbah buangan
pabrik textil yang berlokasi di Daerah Aliran Sungai
(DAS) Kali Banger Pekalongan Tinur. Penggugét adalah
penduduk yang tinggal disekar {ali Banger tersebut vang
tergabung dslan Kerukunan Korban Limbah Xali Banger
(KKLXB). Tergugat adalah

1. PT. Kesmatex , pabrik tekstil;

Z. CV. Ezritex » pabrik tekstil;

3. PT.‘Bintang Tributraféx » pabrik tekstil.

Ke tiganysa berlokasi d; DAS Kali Baﬁger Pekalongan
Timur, Hakin Pengédilan Negeri Pekalongan terdiri
dariSuprijatman, SH sebagai Ketusa Majelis, Edwarman, SH
dan Ramli Darasah, SH sebagai hakim-hakin anggota atas
dasar ketentuan pasal 1365 KUH Perdata yo Pasal 34 UU
NG.23 Tahun 1997, dalam Amar Putusannya tanggal 18 Juli
1839 No.SU/Pdt.G/lQSB.PH.Pkl. mengabulkan sebagian
gugatan Penggugat dengan ganti rugi Rp.4.800.000, -
(empat Juts delspanratus riburupiah). Penggugat naik

7. Pengadilan Negeri, Semarang. Salinan Resmi Putusan  Perkara
Perdata ND.42/PDT.G/19?B/PN.Smg fntara  Penggugat Muhaimin.C.S.
Lawan PT.Condro Purnomo Cipto.C.S.Tanggal Putus 13 Ok tober 1998,
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banding karens ganti rugi vyang diputuskan sangat
rendah pradahsal tuntutan penggugat adalah
Rp. 2,822.303.500 {(dua miliar delapanratusduapuluh
dua juta tigaratustigaribulimaratusrupiah).10

Ketiga, kasus PT. Inti Indorayon Utama (PT.IIU).
Fenggugat adalah Yayasan Wahans Lingkungan Hidup Indo-
nesia (WALHI)Y, Tergugat adalah Perusahaan pulp dan
ravon PT. Inti Indorayon Utama, Badan Koordinasi Peng~
naman Modal Pusat (BKPH) bersama-sama Gubernur Sumatersa
Utara, Menteri Perindustrian, Menteri KLH, Menteri
Kehutanan. Di dalam keputusannya (Perkara Perdata
No.820/PDT.G/1988 PN JET.PST) para hakim menolak guga-
tan penggugat . Dalam kasus ini Yayasan WALHI memper-—
soalkan keabsahan studi Amdal Tergugat PT.IIU, ditutup-
nya akses penggugat pada informasi AMDAL, dan soal
kerusskan dan pencemsaran lingkungan.11

Keempat, Kasus PT. Sari Morawa.

Kasus vyang cukup populer di Indonesia_ (199?)‘ adalgh
hasus Masyarskat ve PT.Sari Morawa, vaitu pencemaran
vang dilakukan oleh PT. 3ari Morawa terhadap sungai
Belumai di Medan, Sumaters Utarsa. Hakim dalam kasus

tersebut memutuskan bahwa PT. Sari Morawa tidak berss-

10. Pengadilan Neger-i Fekalongan. Turunan Putusan
No .50/ /Pdt .G/ L1998 . PN.LPK] . Tanggal 19 Juli 1999.

11. Sumber Data Jurmal Hukum Lingkungan No.56 Tahun I No.1/1594,
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lah  dengan menvatakan . bahwa bukti yang diajukan
tidak memadsasi .12

Kelima, Kasﬁs Huara Jawa Kalimantan. Diawali dengan
Total Indonesian Inc sebagai kontraktor vyang mendapat
izin dari Pemerintah untuk melakukan pemasangan pipa
minyak vyang beroperasi di wilayah Handil IV Kelurahan
Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Dati IT
Kutai Kalimantan Timur. Pada tahun 1988 provek tersebut
disubkontrakkan kepada PT.Incor Nusantara yang selan-
Jjutnva disubkontrakkan lagi kepada PT. Santan Mas DRC.
Dalam rangkaian ‘kegiataanya PT. Santan Mas tersebut
telah membawa dampak negatif vang sangat merugikan para
penduduk di sekitar areai provek yang sedang dikerja-
kan, seperti masuknya lumpur ke areal rerumahan pendu-
duk, rusaknvs Jalsn-jalan, rusaknya sumur-sumir dan
tertutupnya saluran air sehingga mematikan tanaman-
tanaman pokok penduduk. Atas kerugian vang ditimbulkan
oleh proyek tersebut, penduduk menggugat para pelaksans
§foyek, termasuk Pemerintah ke Pengadilaﬁ Negeri Baiik~
papan, dengan tuntutan ganti kerugian sejumlah
Rp.977.433.500,-. Namun ﬁelalui rutusan tertanggal 28

Mei 1890 No.18/Pdt/C1/1989/PN .BPP. Pengadilan Negeri

12. Sumber Data Buletin Informasi Hukum Dan Advokasi Lingkungan

Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia No.O1 Tahun W
April 1999,
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Balikpapsan menolak gugatan tersebut. terhadap putusan

ini penduduk sebagai Penggugat menyatakan naik banding

ke Pengadiian Tinggi Samarinds.

Ternyata pada tinghkat banding di PT.Samarinda,

gugatan penduduk ssbagién dikabulkan melalui putusan

tertanggal 19 Pebruari 1991 No.U3/Perd/1981/PT KT SMDA.
Melalui putusan itu  pula PT.Samarinda membstalkan
putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, sedangkan jumlah
ganti kerugian vang dikabulkan adalah Sebesar
Rp.877.433.500,-. Atas putusan inil para Tergugat yvang
terdiri dari Pemerintah, Total Indonesian Ine, PT.Imcor
Nusantara dan PT. Santan Mas DRC menyatakan keberatan
dan mengajukan permohonaﬂ kasasi.

Mahkamah Agung dengan putusan tertanggal 17 Maret
1893 No.Reg.2727 K/Pdt/1991, vang hakimnysa terdiri dari
H.Yahya Harahap,SH. Kohar Hari Soemarno, SH, dan Yahys,
SH  menoclak permohonan kasasi pars Tergugat, karena
dalam Pengadilan Tinggi Samarinda tidak ditemuinysa
penentangan—penentangan dengan hukum.dan/atan undang-
undang.l3

Dalam mistem Hukum Perdats Indonesia untuk menggugat

gantli kerugian atsn biaya pemulihan lingkungan terdapat

dua jenis dassr hukum, yaitn

13, Sumber data Indonesian Center ?br Environmental Law (ICEL.).
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menteriemahkan strict liability dengan tanggung Jawab

seketika atan tanggung jawab secara ketat, Penggunaan

tanggung Jjawsh seketika atan tanggung Jjawab ketat

dimaksudkan untuk membedakannya dengan konsep absolut

ligbhility vyang memiliki makna vang sedikit berbeds

dengan strict liability. Namun nengdapa kemudian rpembuat

UU memilih istilah tanggung jawab mutlak sebagai terje-

maharn dari striet liabilty tidak 1lain karena tanggung

Jawab mutlak merupakan i=tilash vang telah dikensal dan

memasyarakat di bandingkan dengan istilah tanggung

Jawab seketiks atau tanggung jawab ketat, 19

Kembali hkepada doktrin Pertanggung Jawaban tradi-

sianal (liability basec on fault), bahwa dengan méngan—

dalkan doktrin tersebut, maka penegakan hukum lingku-

ngan melalui pengadilan akan menghsadapi berbagai kenda-

la, karensa doktrin ini tidak mampu mengantisipasi

secara efektif dampak dari kegiatan industri

modern
yang mengandung resiko-regiko rotensial. Hal ini dise-
babkan persyaratan penting vang harus dipenuhi dalam

unsur negligence stauy Fault adalah the Ffailure to

exercise care of on ordinary pruodent and ecarefnl man.ls

153. Mas Actmad Santosa okk. Opcit hal 13,

1&6. Richard A.Rosner. 1990, A Theory of Negligence. Dala
tive on Tort Law Robert L.Rabin
Nny. hal i4. '

m  perpec-
. Boston : Little, Brown and Compa-
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Dengan demikian apabila tergugat berhasil menurnjuk-
kan kehati—hatiannya, walaupun ia telah mengakibatkan
terugian, maks is dapsat terbebas dari tanggung jawab.

Disamping itu doktrin pertanggungjawaban tradisional
Juga tidak mampu mengantisipsasi kegiatan-kegistan vang
mengandung resike penting atau bessp (significant
risk). Karena seringkali dalam gugatan bencemaran
keterkaitan antars zat kimia vyang dikeluarkan dan
kerugian vang diderits benddugat menjadi perdebatan
kontroversial. Perdebatan tersebut lebih disebabkan
oleh Lkeraguan terhadap sifat bahan atau zat kimia ter-
tentu, apaksah berbahaya atau tidak,'sifat dari keluaran
zat pencemar vang ditimbulkan atau apabilsa terdapat
kemungkinsan adanya penyebab ganda (multiple causes).
Fersoalan-persosalan dalam gugatan Pencemaran seperti
ini tentu saja menyulitkan pencari keadilan atau pihak-
pihak vang benar-bensr dirugikan daiam mengemuksakan
bukti-bukti tersebut.

Karena di Indonesia,_pihak yang merasa dirugikan

atau penggugat dalam kasus-kasus lingkungan biasanya

memiliki latar belakang ekonomi lemah maupun pendidikan

“yang sangat rendah, sehingga sangatlah tidak adil

apablla dibebani pembuktian tentang pPencemaran dan

keterkaitannya dengan kerugian yang mereka alami. Oleh

karenanya mnempertahankan doktrin pertanggungjawaban
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tradisionsal untuk kasus-kasus vang memiliki resiko

tinggi tidak akan mendorong masyarakat untuk berperan

serta dalam penegakan hukum lingkungan.

Untuk mengatasi “kendala tersebunt dj atas, maksa

dikembangkanlah teori Pertanggungiawaban mutlak =mtay
striet lisbility yang bermula dari doktrin yang berasal
dari kasus Ryland vV.Fletcher di Inggris pada tahun 1868
sebagaimana disebutkan di atas. Menurut teori ini,
apabila sesorang menjalankan jenis kegiatan yang dapat

digolongkan sebagai extrahazardous atau ultrahazardous

atau abrnormaly dangerous, maka la diwaiibkan memikul
segala  kerugian vang ditimbulkan walaupun ia telah
bertindak sangat hati-hat£ (almost care) untuk mencegah
bahaya stau kerugian tersebut, walaupun dilakukan tanpa
kesengsaiaan.

Agas tanggung jawab mutlak vang diatur dalam paszal
35 UU No.23 Tahun 1997 tersebut di atas dapat dijadikan
landagan untuk melakukan tuntutan bagi pihak vang
dirugikan sehingga mampu mengajukan kompensasi berupﬁ
ganti rugi maupun tindakan perbaikan lingkungan.

Dalam hal ini terdapat dus jenis kompensasi, vaitu
kompensasi atas kerugian manusia atau kebendaan

(private compensation) dan Hompensasi vang diberikan

kepada negara akibat lingkungan tercemar atau rusak
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(biaya pemulihan lingkungan/public oompensation).17

Dengan telzh dirumuskannva asas tanggung Jawab

mutlak stau striect liability tersebut dalam Pasal 35 Uy

No.23 Tahun 1987, maksz tidak terdapat alasan bagi hakim

pengadilan untuk tidak henerapkannya.
Gugatan dan tuntutan ftakum terhadap risiko lingku-
n€an merupakan perwujudan dari aspek penerapsan

asaes

tanggung Jjawab mitlak dalam Hukum Lingkungan secara

legislative intent berdasarkan statutory mandate

melalui mekanisme Peradilan Umum,.18

Dalam proses peracdilan ‘hasus gugatan dan tuntutan
hukum atas terjadinya risike lingkungan, ditentukan
adanya pengkhususan untukltidak dilakukan pembuktian
terhadap unsur kesalahan rihak tergugat serts pemberlsa-
kuan mekanisme pembuktian terbalik dalam proses renge-
nyampingsn pemenuhsan keﬁajiban tanggung jawab, hal ini
mencerminkan ditegakkannysa aspek kepastian hukum, rass
kesdilan, iklim demokratisasi, dan hak asasi manusis

dalam proses peradilan Hukum Lingkungan.

Dalam kaitannvs dengan kasus-kasus lingkungan di

Pengadilan Negeri vang telah memperoleh putusan seba-

17. Mas Pchmad Santosa. Opcit. mal 12.

8. Mas Achmad Santosa. 1994. Kasus—Kasus Lingkungan Yang Terjadi
Di  Indonesia. Proseding Semimar Penerapan Aszas Tanggung Jawab
Matlak Di Bidang Lingkungan Hidup. Jakarta 16 Juni 1994,




gaimana tersebut di atag, nampak bghws Penerspan asasg

tanggung Jjawab muotlak belum sepenuhnya diterapkan.

Artinya putusan hakim masih berdasarkan pada ketentuan

lex generalis (Pasal 1385 KUH Perdata), sehingga disini

korban acapksli berads pada pogisi vang lemah.

Karensg
seperti diketahui bahwa dengan berpijak pada ketentuan
pasal 1385 KUH Perdata korban (Penggugat) harus mampu

membuktikan kesalah Tergugat akibatnya Eugatan pada
ka=zus-kasus lingkungan hidup seringkali lmenemui 2 (dua)
kemungkinan. Kemunghkinan Pertama gugatan ditolak

Kedua gugatan diterima tapi putusan (ganti kerugién
vyang diterima penggugat tidak sesusi dengan kerugian
vang ditsnggungnya). Sebagai contoh pada kasus PT,
Sari Morawa dan PT.IIU. Gugatan Penggugat ditolak oleh
hakim, padahal disini nampak Jelas pada kasusg tersebut
protes masyarakat telah berlangsung lebih dari 5 (lima)
tahun, Pemerintah melalui Henteri Lingkungan
Hidup/Ketua Bapedal (Badan Pengendslian Dampak Lingkun-
gan), pada waktu itu Sarwaono Kusumaatmadja telah mem-
berikan “peringkat hitam" kepada PT. Sari Morawa karena

vang dilskukannya sudah sedemikisan parah.lg

Dengan ditolaknya gugatan tersebnt menunjukkan bsahwa

19. Badan Pengendalian Dampak Lingkurgan/Environmental Impact
Management AgENCY setiap tahurnya mengeluarkan daftar perusahaan
vang baik maupun buruk, dalam pengelolaan lingkungan hidup.




haéim masih ﬁendasarkan pada konsep hukum tanggung
Jawah berdasarkan kesalahan (Pasal 1365 BW), artinya
disini Penggugat diharuskan membuktikan kesalahan
tergugat yang notabene suiit bagi penggugat. Hakim
disini tidak bersedis melihat hukun lingkungan secara
luas, tetapi sebatas yang tertulis di dalam Ul dan
itupun dengan cara mensafsirkannys secars sempit. Dari
sejumlah kasus lingkungan Yang memang belum banyak
diajukan ke Pengadilan, kondisji atau putusan yang
demikian cukup memberikan indikasi belum diterapkannya
asas  tanggung jawab mutlak tersebut dalan kasus 1ling-
kungan di Pengadilan Negeri .

Mamun demikian rada "kasus Muaras Jawa Kalimantan
putusan Mahkamah Agung tersebut seakan turut serta
mengasah taring keadilan yang dapat menegakkan bulu
roma para pencemar dan perusak lingkungan. Semogs
putusan-putusan seperti ini dapat diikuti oleh hakim-

hakim 1lainnys di Indonesia. Hikmah vang dapat diambil

_dari kasus ini adalah, bahwa dalam suatu usaha penega-

kan hukum lingkungan perlu dibekali tidak saja dengsan

keberanian untuk menegakhkan keadilan tetapi jugs ke-

beranian untuk “"mengadilkan benegakan", tanps perlu

merasa risi untuk menembus tembok yang membentang.

Oleh Daud Silalahi dikatakan bahwa kondisi peradilan

hukum vang memunghkinkan diwujudkannya efektivitas
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hukum Lingkungan, antars laln adalgh sebagai berikut:20

1. Para pihsak vang berpoten51&1 menjadi pelakny Penyehbalb

terjadinys risike lingkungan akan berusahs memenuhi

gugatan dan atau tuntutan hukum Yang menyangkut

terjadinya rigika lingkungan, karena dengan tidak

nempermasalahkan aspek kesalahan dalam proses

pera-
dilan tersebut dimungkinkan keberadaan pihak tergu-
Zat tidak merasa disudutkan atan dlnyatakan sebagsai

pihak vang telah Jnreehtsmatzgedaad;

t~d

Pembuktian terhadap unsur kesalahan pihak tergugsat
oleh pihak benggugat merupakan suatu pekerjaan vang
sukar untuk dilakukan, karens disamping besarnya
biaya dan lamanya massa waktu yang dibutuhkan Juga
dapat menimbulkan Polemik hukum dengan pihak tergu-
Eat yang akan menjadi lebih rumit dalam pPenyvelegai-
annya;
3. Mekanisme dalam proses peradilan hukun tersabut
memberikan motivssi kepada pars Penanggung jawab
aktivitas keglatan dan atany usaha yang berpotensial
menimbulkan dampak besar dan penting bagi kondisi
lingkungan hidup, vyang menggunakan dan atsu mengha-
silkan limbsah bahan berbahays dan berscun untuk

20. M. Daud Silalahi. 1996, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan

Hukum Lingkungan Indonesia. Edisi Revisi, Bandung :  Alummi. hal
35-36.
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menyiapkan jaminan remenuhan atgs gugatan dan atauy

tuntutan hukum atas rigsiko lingkungan tersebut. |
FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTURAN DIGUNAKAN ASAS TANGGURG
JAWAB MUTLAX (STRICT LIABILITY) DALAH KASUS LINGKUNGAN
RIDUP DI PENGADILAN NEGERT

Untuk menentukan apakah suatu kegiatan yané berdam-
pak terhadap lingkungan tersebut dapat dikenakan tang-
gung Jjawab mutlak (strict liability), maka rerlu  dili-
hat bagaimana penentuan'terhadap suatu kegiatan terse-
but. Disamping 35tu terdapat puls persoalan- mengenai
Jenis-jenis kegiatan vang dapét tunduk padsa assg tang-~
gung jawsb mutlak,

Jika dilihat dari perkembangan Penerapan asas tang-
gung Jawab mutlak {strict liability) di negars-negarasa
dengan tradisi common law, maka kriteris vang mula-muls
ditentukan oleh hakim untuk menentukan apakah sebuah
kegiatan dapat ditundukkan prada asam tanggung jawab
mutiak (striet liability) adslah apakah proses dan
gifat kegiatan vang bersangkutan masih termasuk dalam
batas-batas kelaziman atau telah berada di luar batas-
batss kelaziman, sebagaimana diperlihatkan dalam lkasus
Rylands v.Fletcher vang melahirkan kriteria non naturgl
use. Dengan demikian apakali sebuah kegiatan usaha dapat
dikategorikan ke‘ dalam kriteria “nopn natural” atau.

"tidak lazim" atay "tidak alami" akan sangat bergantung
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pada perkembangan masyaraksat padsg umumnya, .

Sebagai conteh adalah pada abad 18 di Inggris,
memasukkan air daslam dumlah besar untuk mengisi waduk
huatan sebagaimana diperlihatkan dalam. kasus Rylands
v.Fleteher telah diaﬁggap dan dikategorikan sebagsi
"non natural". Akan tetapi untuk maga kini kegiatan
seperti  ituo teish dianggap sebagai suaty vang biassa
atau lazim dan bukan lagi merupakan hsal vang lusar

.biasa.

Selain kriteria vang bersumber dari putusan hakim
dalém kasus Rylands v.Fleteher, striet ligbility dslam
sistem hukum Amerika Serikat diberlakukan terhadap
kegiatan-kegiatan vang dikategorikan sangat berbahaya
(abnormaly dangerous activities) Hukum Anglo Amerika
vang berkembang melalus putugan-putusan pengadilan
telah melahirkan kriteria-kriteria untuk menentukan
apakah sebuah kegiatan termasuk ke dalam kategofi
kegiatan-kegiatan vang berbahaysa (abnormaly dangerous
activities). Kriteria-kriteria tersebut kemudian di-
tuanghkan dalam The Restatement of Torts (pendapat BAarsa
pakar hukom vang bersumberksn dari Putusan-putusan

pengadilan yang dijadikan acuan bagi keputusan pengadi-
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lany vaitn 2

1. Hengandung atan menimbulkan tinghkat risika berbahays
vang tinégi térhadap manusia, tansh atauy harta bhendsa
bergerak (existence of =a high degree of some harm to
the person, land or chattel of othersy,

2. Kemungkinan terjadinya bahays sangat besar (likehood
that harm result from It will be Sreat)

3. Ketidakmampuan untuk meniadakan risike dengan mela-
kukan tindsakan atau sikap hati-hati yang lavak
(inability to eliminaste risk by the exercise of
reasonable carey.

4. Kegiatan vang bersanghkutan bukan merupakan hal atau
kegiatan yang lazim (éxtent to which the activity is

not a matter of common usage).

2]

Ketidaksesuaiaﬂ antara sifat kegiatan vang bersang-
kutan dengan lingkungan atau tempat di mans kegiatan
itu diselenggarakan (inappropriateness of the aéti*
vity to phe place where it is carried on).

6. Manfaat dari kegiatan tersebut bagi masyaraksat
dikalahkan oleh sifat-gifat dari kegiatan itu

(extent to which its value to the community is

outwheighed by its dangerous attributsy,

22. Mas Achmad Santosa Dkl 1997. Penerapan Asas Tanggurig  Jawab
Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup. Indonesian
Center for Environmental Law {ICEL)Y. hal 42.
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Untul menentukan secara konkrit apsakah sebuah kegig-
tan termasgk dalam kategori kegiatan sangsat berbahaya
sehingga tunduk pada sérict liability merupakan tugas
pengadilan atan hakim. Para hakim dalan menangani
Perkara selaluy berpedoman kepada putusan-putusan hskim
terdahulu. Hz) inilah yang kemudian oleh para sarjana
disarikan menjadi kriteria-kriteria Sebagaimana di-
tuangkan dalam The Res}ament of Torts.

Selanjutnya untuk menentukan apakah sebuah kegiatan
tergolong ke dalam pengertian “abnormal" atau sangat
berbahava", senua kriterisa harue dipertimbangkan karens
kesemuanya sams penting. Meskipun demikian tidak setiap
kriteria harus ads pada suatu kegistan sehingga kemu-
dian dapat diberlakukan striet liability. Yang terpen-
ting adslah beberapa di antara enam kriterisg ter=zebut
sudah terpenuhi.

Indonesia sebagai pengikut tradisi ecivil law vang
lebih menekankan rentingnvs peraturan rerundang-
undangan sebagai sumber hukum, maka keberadaan smebuah
pPerangkat peraturan perundang—undangan vang memusat
kriteria—kriteria dari kegiatan vang tergolong "sangat
berbahaya" merupakan suatu kebutuhan. Penuangan atsan
perumusan  ini perlu untuk memberikan semsacam redoman
kepada para hakim'yangvmemeriksa sebuah perkars agar

dapat menentukan apakah terhadap Lkasus vang sedang
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diperikssnys dapat diterapkan\ asas  tanggung dawab

mutlak atany tidale, Dehgan adanva kriteria~kriteria

tersebut maks jenis-jenis kegiatan yang terjaring akan

selaly berkembang sesual dengan perkembangan ilmu dan

teknologi serts perkembangsan masyarakat psads umumnys, .

Oleh sebab itu pemikiran harus diadakan pada

perumusan
dan penciptaan kriteria—kriteria vang dapat ditentukan
apakah sebuzh kegiatan individual in concreto termasuk‘

kegiatan vang sangat berbahaya., Setidaknya, keenam

kriteria hasil perkembanigan hukum Anglo Ameriks dapat

diserap atau dizdopsi.
Bagaimanapun Juga harus diskui bahwa penerimaan asas

tanggung jawab mutlak dalam hukun prositif Indonesia

dipengaruhi c¢leh keberadasn striot liability dalam
hukum Anglo Amerika selsin oleh konvensi-konvensi
Internasional.

Mengingat unsur normatif hukum 1ingkungan banyvak
diserap dari berbagai sumber hukum  luar, sehingga
benerapan maupun pelaksansaaan hukumnya harus memperhat-
ikan wltimate ruales of recognation dari kehidupan

masvarakat subjek hukumnya.23

Adapun Jenig-ienis kegiatan vang tunduk pada asas

23. Teguh Sudarsono. 1999, Mekanisme Jasa Asuransi Sebagai Sarana
Penunjang Penerapan fAspek  Hukum Prinsip Tanggungjawab Mutlak
(Strict Liability Frinciple) Dalam Hukum Lingkungan. Disertasi
FPascasarjana Universitasg Indonesia.
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tangdung iawab mulak menurut hukum Anglo Amerika adalah
sebagal berikut :24
1. Kegiatan usahs penghasil, pengolahan dan  pengangku-

tan limbah bsahan berbahaya dan beracun (B3);

(A%

Penyimpanan Bas vyang wmudah terbakar dalam Jjumlah
besar di kawasan perkotaan;

3. Instalasi nuklir;

4. Pengeboran minyak;

9. Penggunaan mesin pematok tiang besar (pile driving)

vang menimbulkan getaran luar biassa;: dan

[83]

Limpahan air.

Kemudian wmenurut Hukum Belanda, kegiatan-kegiatan

yang tunduk pada g=as tanggung jawab mulak meliputi

-t

Kegiatan pengolahzan bahan berbahayva;

<. Keglatan pengolahan limbah bahan berbahaya:

3. Kegiatan penganghutan bahan berbahaya melslui lant,
sungai-sungai dan darat;

4. Kegiatan pengeboran dan tanah vyang menimbulkan
ledakan.
Sedangkan International Convention on Civil Liabili-

ty for Qil Pollution Damage (CLC) menyvebutkan kegiatan

vang khususnya tunduk pada asas tanggung jawab mutlak

adalah pengangkutan minyak melalui laut yang menimbul-~

24. Mas Achmad Santosa. Ibid hal 43,
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kan Pencemaran.

Dalam hal ini o, Daud Siiaiahi mengatakan bahwa asag
tanggung jawab nutlak dapat diterapkan'secara bertahap
dan selektif pada berbagai aktivitas kegiatan ussha
. vang potensial menimbulkan riziko lingkungan,. dengan
pertimbangan sebagai berikut :29
1. Tingkat risiko'dihadepkan pada kemampuan teknologi

vang adsa;

[a%}

Tingkat bahays dihadapkan padsa faktor kesulitan
dalam pencegahan maupun penanggulangannya
3. Tinghat kemampuan pencegahan dihadapkan pada berbaz-
gal akibat atsau bahaya yang ditimbulkan dalam akti-
vitas kegiatannya;
4. Tingkat kelayvakan diperbandingkan antars nanfasat dan
risike lingkungan vang akan ditérima;
5. Kelaziman aktivitas dari Jenis kegiatan vang ber-
‘sangkutan antara lain ditentukan sebagai berikut
(1) Risiko tidak menimbulkan bahaya bagi kehidupén
manusia, hewan, dan atau tumbuh-tumbuhan, dan
atau kelangsungan kondisi tanah, hak-hak keben-
dasasn, dan lain sebagainys;

(2) Bahavya vang ditimbulkan tidak mempunyai bobot

25. M. Daud Silalahi, dalam buku Koesnadi Hardjasoemantri. 1994,
Hakum  Tata Lingkungan, Edisi Keenam. Yogyakarta : Gadjah Mada
University Press. hal 386—~387 .,
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vang bessr:

(3) Bahaya dan atau rigiko vyang ditimbulkan diperki-
raksn tidak sulit untuk ditanggulangi dengan

upaya biasa;

(a ]

Aktivitas kegiatannya merupakan aktivitas vang bisss

dilakukan:

7. Kegiatannya tepat untuk dilakukan di tempat tersebut
dan atau tidak memerlukan lokasi khusus, dan atau

g. Kegiatannys dapat memberikan manfaat bagi kehidupan

masyarakat disekitarnya.

Jika melihat Uy Ho.23 Tahun 1897, maka kriteria

mengenai  jenis usaha dan/satau kegiatan dan Jenis vyang

dapat ditundukkan dalam taﬁggung Jawab mutlak adalsh

1. Usaha dan kegiatan vang menimbulkan dampak bessar dan
penting terhadap lingkungan;
2. Usaha dan kegiatan vang menggunakan bahsan berbahaya

dan beracun, dan

3. Usaha dan kegiatan vang menghasilkan limbah berba-
hava dan beracun.

Dari ketiga kriteria di atas maks UU No.23 Tahun
1997 menganut gabungan antara kriteris “akibat" dan
"kegiatan". Melihat kriteria ini maks disamping hakim
pengadilan harus memshami berbagai ketentuan interna-

sional dan nasions) tentang Bahan Berbshavs dan Berscun

- (B-3) atauw toxie substance, limbah B-3 (hazardous




waste), juga dituntut proaktivisme (kemampuan menggali
dan menemukan hukum) =esusi dengan perkembangan tekno-
logl dan keabssahan pelestarian dayx dukung lingkungan
yang tentu bersifat dinamis.

HAMBATAR-HAMBATAN DALAK PENERAPAN ASAS TANGGUNG JAWAR
MUTLAK (STRICT LIABILITY) DALAM KASUS LINGKURGAN HIDUP
DI PENGADILAN NEGERI

Striet liabilitybmerupakan salah satu bagian dari
penegakan hukum lingkungan, dalanm konteks rpenegsakan
hukum lingkungan tersebut striect liability merupakan
instrument hukum perdata untuk mendapatkan ganti
kerugian dan biava pemulihan lingkungan akibat pencema—
ran dan atau perﬁsakan ling%ungan. Ramun demikian asas
tanggung Jjawab mutlak.(striot liability) dsalsam kasug
lingkungan hidup tentunya menghadapi hambatan-hambsatan
dalam penerapannya.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan
keinginan-keinginan hukum menjadi kenyatasan. Yang
disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak
lain adalah pikiran-pikiran badan pembust undang-undang
vang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum ity.26

Oleh Muladi penegakan hukum diartikan dalam kerangka

tida konsep yakni penegakan hukum yang bersifat total

26. Satjipto Rahardioc. 198%. Permasalahan Hukum di Indonesia.

Bandung : Alumni. hal 15,




( Lotal enforcement concept) vang menuntut agar semus
nilai yang ada di belakang norma fukum tersebut dite-
gakkan tanpsg kecusgli, vang bersifat penuh (Ffull ep-
Forcement concept), yang menyadari bahwsa konsep total
perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainva demi
perlindungan kepentingan individual dan konsep Penegs-
kan  hukum actual (actusal enforcement concept), vang
muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan
hukum Karena keterbataaan—keterbatasan, baik vang
berkaitan dengan sarans prasarana, hkuslitas sumber days
manusia, kualitas Perundang~-undangan dan kurangnys
partisipasi masyarakat. &7

Selanjutnya harusg diingat pulsa bahwa penegakan hukum
akan banyak dipengaruhi oleh berbagai fakteor. Adapun
faktor-faktor vang mempengaruhi penegaksn hukum, menu-
rut Soerjono Scekanto adalah sebagai berikut :28
1. Faktor hukumnya“sendiri;
2. Faktor penegakan hukum, vakni pPihak-pihak vang

membentuk maupun enerapkan hukum tersebut;

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegds-

27. Muladi. 1997. Prinsip—Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan
Dalam Kaitannya Dengan WJ. No.23 Tahtun 1997. Makalah disampaikan
pada  Seminar Nasional Hulcum Lingkungan. Diselenggarakan Oleh
fakultas Hukum UNDIP Semarang. Semarang, 21 Pebruari 1998. hal 30.

28. Soejono Soskanto. 1983. Penegakan Huakum. Bandung : Bina Cipta.
hal 5.
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kan hukum:

4. Faktor masyarakat, yékni lingkungan dimana hukunm
tersebut berlaku atan diterapkan:

5. Faktor kebudayaan vakni sebagai hasil karya, cipta
dan rasa yang didasarkan pads karsa manusia dj dalam
pergaunlan hidup.

Kemudian oleh Harun H. Husein dikatakan bahwa
faktor pendukung dan kendala penegakan hukum lingkungsan

berkisar pada faktor-faktor - sSarana hukun,

hukum, fasilitas dan sarana dan faktor kesadarsan

penegak

hukum

masyaraksat terhadap lingkungan. 29

pada hakekatnys dalam Penerapan strict liability

Berpijak pada pendapat-pendapat tersebut distas maka

geti-

daPnyd menghadapi berbagai hambatan » Yang terkait pada

faktor-tfaktor yang menpengaruhi penegakan hukum terse-

but

Dari satn kasns vang cukup populer di Indonesia

vaitu kasus Masyarakst ve., PT. Sari Moraws (1997), akan

dapat diketahui bagaimans hambatan atau kendala~-kendals

rada penerapan asas tanggung Jawab mutlak sebagaj

bagian dari penegakan hukum lingkungan. Kasus tersebut

nerupakan pencemsaran vang dilaskukan oleh PT. BSari

Moraws, terhadap Sungai Belumai di Medan, Sumaters

£27. Harun M.Husein., 1992. Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan Dan

Penegakan Hukumnya. Jakarta : Bumi Aksara . hal 209.
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Utara., Hakim dalam kasus térsebut memutuskan bahwa PT.
Sari Morawz tidak bersalah dengan menyvatakan bahwa
bukti vang diajukan tidak memadai. Padahal, disamping
protes masyarakat vang telah berlangsung lebih dari 5]
(iima) +tahun, Pemérintah melalui Menteri Lingkungan
Hidup/Ketua Bapedsal (Badan Pengendalian Dampak Linghku-
ngany, waktu itu Ssarwono Kusumaatmaja telah memberikan
peringkat hitam kepada P7T. Sari Morawa karens vang
dilakukannnya sudah sedemikian parak. 30 Di  tambah
dengan bukti-bukti dari Bapedal vang diberikan kepada
hakim yang menguatkan tindakan pencemaran vang dilaku:
kan oleh PT Sari Morawa terhadap Sungai Belumai. Dengan
demikian adalah ssngat berélasan muncul anggapan berbs-
gai kalangan bahwa putusan pengadilan perdata maupun
pidana dalam kasus-kasus lingkungan tercatat sebagai
putusan yang menimbulkan kekecewaan bagi para pencari
keadilan di Indonesia.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hambatan dalam
penerapan asss tanggung jawab mutlak (striet liability)
sebagal bagian dari penegakan hukum lingkungan kgperda—

taan selama ini digsebabkan antara lain oleh

JC. Badan Pengendalian Dampal Lingkumgan/Environmental Impact
Management Agency setiap tahunnva mengeluarkan daftar perusahaan
yang baik maupun buruk, dalam pengelolaan lingkungan hidup. Bule-
tin  Informasi Hukum Dan Advokasi Lingkungan No.0Q1 Takhun WV April
1999, hal 3.




Pertama, Sarana Hokvmnya. UU No.4 Tahun 1982 (UULH),
belum mémiliki peraturan pelaksanaan vang dibutuhkan
untuk menjabarkan beberapa pasal bahkan sampai dicabut-
nya UU  tersebut dengan UU No.23 Tahun 1997 (UUPLH)
diundangkan, missalnyva dalam bidang perdata, yang me-
nyanghkut tuntutan ganti rugi dan biaya pemuelihan, dan
asas tanggung Jaweb mutlak (strict liability) vang
masih memerlukan pengaturan segi 'prosedurnya maupun
peraturan-persaturan relaksanaannya lebih lanjut. Walau-
pun demikian dari hasil penelitian vang telah dilakukan
didapatkan su=ztu hasil bahws sanksi perdata berups
ganti kerugisn masih dipandang periu untuk dipertahan-
kan dalam penegakan norma-norma  hukum tingkungan.
Walaupun dalam kenyataannya sanksi perdata yang berupsa
ganti kerugian sulit untug dilaksanakan karenz dalam
proses beracara Secar% perdata akan memakan waktu vang
lama dan tensgs serta biaya yvang tidsk sedikit, ditam-
bah dengan proses pembuktian yang sulit. Lamanya proses
dan beban pembuktian vang sulit ini akan menghambat
penegakan hukum lingkungan. o

Kedua, Sumber Daya Manusianya. Dari hasil penelitian
diketahui bahwa hanya sedikit hakim vang pernah mena-

ngani kasus lingkungan hidup 31, Kondisi yang demikian

S1. Hasil Wawancara di Pengadilan Negeri Semarang.




ini  dikarenskan memang masslah lingkungan merupaksan

masalah  vang  baro disamping itu penangaanan kasus
lingkungan memerlukan kecermatan pPenyidikan dari bawah
Serta harus didukung oleh bukti yang cukup kuat, karens
apabila tidsk didukung oleh bukti yang cukup kuat maks
perkara itu akan mentah di depan pengadilan dan hal
&ang demikian ini akan merendahkan martabat lembaga
pengadilan. Keadaan vang demikian ini adalah merupakan
konsekuensi dars sistem peradilan di negara kita baik
dalam hal Bugatan perdats dimana penggudat harus dapat
membuktikan alasan gugatannya maupun dalam hal perkars
ridana dimana Jakss harus juga dapat membuktikan kesgsa-
lahan terdakwa untuk dapat dipertanggungiawabkan atas
kesalahan yang telah dilakukannya. Keterbatasan aparat
hakim sebagai penegak hukum yang cukup memshami serts
berkemampuan Secara teknis profesional dalam menangani
kasus-kasus lingkupgan.-ﬁisalnya dalam sigtem Pembuk-
tian dan rertanggungiawaban keperdataan (strict liabi-
Iityy, atsupun prosedur tuntutan gantli rugi dan lain-
lain, kesemuanys itu membutuhkan pemikiran-pemikiran
vang inavatif dari pars ﬁakim manakala mensngani kasus
perdata lingkungan hicdup. VKemampuan untuk ini fh=arus
didasari oleh pendetahuan yang cukup tentang hukum
lingkungan, hal mana tentunya membutuhkan pendalaman

melalui sarana pendidikan mauvpun pelatihan-pelatihan

L
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serta studi komparatif, Ini disebahkan .karena pensa-
nganan kasus lingkungan hidup membutuhkan pendekatan
interdisipliner vang saling terkait, kompleks dan bukan
saja pendekatan vuridis secara kaku dan konvensional,
melainkan jugs pendekatan ekologis, Seperti vang terja-
di  dalam kasus Masyarakat vs Sapi Morawa dan Kasus
PT.IIU,  hakim tidak bersedia melihat hukum lingkungan
secara  luas, tetapi sebatas vang tertulis di dalam UU
dan itupun dengan cara menafsirkan secara sangat sem-
pit. Disamping itun masih sedikit ahli vang memang
benar-benar mengetahui masalah liingkungan hidup baik
secara yuridis mavpun teknis.

Ketiga{ Sarana Peralatan Teknis. Peralatan teknis vang
menunjang tugas-tugas penegakan hukum masih kurang,
misalnya antars lain laboratorium yang dapat menjadi
acuan tunggal dalam soal'pembuktian adanva pencemaran
dan sebagainya.

Dalam hal ini Heryanto.32 menyvebutkan bahwa pemerin-
tah selalu ragou-rague untuk melakukan penegakan hokum
karena : .

1. industri pencemar tidak Jjarang mengancam untuk

menutup pabrik, vyang akan berdampak pada masslah

32. Stefanus Heryanto. 199&. Suatu Bagasan Bagi Pembaharuan Hukum
Lingkungan Indoresia; pendekatan Ekonomi Dalam Upaya Perlindungan

Lingkungan, Jurnal Hukum Lingkungar. ICEL. Tabun IIT No.i Tahun

1995,
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Pengangguran tenaga keria, dan

Z. industri pencemar biassnya menyumbangkan renghasilan

vang cukup besar kepada pemerintah, baik melalui

pajak maupun deviga, Dengan keputusan menutup

suatu
industri mgka dikhawsatirksan pendapatan negara akan
berkurang, Dengan demikian, wmaks parsa pencemar
memiliki posisi berunding (bargaining bower) vang

kuat,
Strict liability hanyalah satuy aspek yang perlu

dikembangkan dalam kerangka civi] lighility sabagai

bagian dari Penegakan hukum lingkungan keperdatasan

(civil environmental enrforcement), Apabila strict

liability telah diakui dalam sistem hukum kita, publije

interest lawyers dan pars hakim telah memahami konsep
iri, beban pembuktian terbalik andaikatapun Juga dia-
kui, masih banyak permasslahan-permasalahan berat dalam
konteks ecivi] liabiiity ini yang perlu secara bersamaan
dikembanghkarn . Pengembangan teori untuk menetapkan ganti
kerugian (ganti kerugian terhadap kerugian vang seketi-
ka (immediate) navpun bersifat (Ffuture loss), alokasi
pembebanan Ppertanggungiawaban apabila pihalk vang ber-
tanggung jawab tidak mampu membayvar kerugian, antigsipa-~
si apabila sulit untuk mencari pihak vang bertanggung
Jawab (unidentifiable liable parties) dan lain sebagal—

nya. Oleh karena civil Jiability seringkali bersifat
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sangat kompleks maks mekanisme alternatif perlu dikem-

bangkan seperti pendansaan lingkungan Cenvironmentsl]

dedicated Fund), dan penvelessian tanggung jawab keper-

dataan melalui alternative dispute resolution (ADR) di

luar pengadilan.




BAEB IV

P E M U3 gp

A. KESIMPULAN

1. Permasalahan lingkungan hidup sering muncul seiring

[\

dengan meningkatnya sektor non migas, hal ini dise-
babkan karena sektor ini cenderung lebih meningkat—‘
kan penggunsan sumber daya alam seperti bahan tam-
bang atau mineral serts flors dan fauna vyang berpo-
tensi menurunkan kualitas lingkungan hidup.Dats
penting lainnys menunjukkan bahwa sektor industri
pada tahun 2010 jugé akan berpotensi menurunkan
kualitas lingkungan . Selanjutnya kasus lingkungan
hidup dengan media air mendominasi kasus-kasus
lingkungan hidup di Indonesia . Adapun upaya penye-
lesaian terhadap kasus lingkungan hidup tersebut
adalah dengan penyeleszian administratif kemu-
dian Alternatif Dispute Resolution (penelesaian di
luar pengadilan), terakhir pidana dan perdatsa. Napun
demikian dari sejumlah kasus~kasus_lingkungan vang
ada menunjukkan masih banyak kasus~hkasus lingkungsan
vang belum jelas bagaimans penvelesalaannya.

Penerapan asas tanggung Jjawab mutlak Di Pengadilsn

Negeri masih didasarkan pada ketentuan normatif

,‘ oy
wte et al,




Pasal 1385 Kitap Undang-Undang Hukum Perdata.Artinys
hakim dalan memer iksa gugatan ganti rugi dslam
kasus-kagus lingkungan masih berpijak pada ketentuan
rpasal 1355 By perihal perbuatan melawan hukum terse-
but. Dengan demikian rendgugat seringkali ada dalam
posisi lemah karena disini unsur kesalahan memainkan
Pe€ranan vang penting dalam menentukan bertanggung
Jawab atau tidaknys Seseorang. Suatu gugatan ganti
kerugian dalam hukum lingkungan yang berdasarkan
asas kesalahan barua dépat dikabulkan apabila dapat
dibuktikan bahws tindakan tergugsat memenuhi unsur-
unsur kesalahan sebagsai berikut
&. Adanvs kewajiban' untuk melaksansakan Lingkat
kehati~hatian, dimansa Seseorang lain di dalam
kondisgi yang serupa akan melaksanakan kéhati~
hatian itu secara layak dan bijaksana;
b. adanva pelanggaran kewajiban karena kegagalan
untuk mengikuti standar perbuatan yang layak;
¢. bahwa perbuatan yvyang tidak layak tersebut merupsa-
. kan penyebab vang aktual dan terdekat dari keru-
glan yang diderits oleh penggugat,dan
d. adanya kerugian nyatsa pada pihak bpenggugat .
Kondisi demikiun jeias akan memberatkan bagi pars
horban. Mereka akan memiliki beban yang berat untuk

membuktikan bahws pihak tergugsat telah memenuhi




unsur -unsur kesﬁlahanatersebut.

Untuk mengetahui faktor-faktor vang menentukan
digunakannya-asas tanggung jawab mutlak dalam Lkasus
lingkungan hidup di Pengadilan Negeri maka hakim
harus dapat menemukszan kriteria untuk menentukan
apakah sebuah kegiatan dapat ditundukkan pada asas
tanggung Jawab mutlak (strics liability) vakni
dengan melihat proses dan sifat dari kegiatan vang
bersangkutan apakah masih termasuk dalam batas-batas
kelaziman atau telah berada di luar batas-batas
kelaziman. Untuk menentukan apakah sebuah kegiatan
usaha dapat dikategorikan ke dalam kriteria lazim
atau tidak lazim skan sﬁngat bergantung pada perkem-
bangan ilmu dan teknologi ataun perkembangan masyafa—
kat pads umumnya. Maka disini hakim pengadilan harus
dapat melakukan penemuan hukum atau penggalian
kriteria baru dalam rangka penerapan asas tanggung
Jjawabh mutlak tersebut.

Penerapan asas tanggung jawab mutlak (striet Iliabi-

lity) merupakan salah satu bagian dari konteks
penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Dalam
penerapannya tentu menghadapi hambatan-hambatan.
Hambatan dalam penerapsnnva tersebut lebih disebab-

kan karensa




B.

[y

&. sBsrana hukumnys
sampal dengan digantikannya UU No.4 Tahun 1982
(UULHY dengan UU NHo.23 Tahun 1997 (UUPLH) belun
terdapat reraturan pelaksana khususnya yang
mengatur segi-segi Prosedur pelaksanzan asas
tanggung Jawab ‘mutlak dan peraturan-peraturan
pelaksanaan lebih lanjut

b. sumber daya manusianys
hakim kurang melihat hukum lingkungan secara
luas, tetapi stbatas vang tertulis dj dalam UU
dan itupun. dengan carsa menafsirkannya secara
semﬁit.

C. sarana peralatan teknis
kursngnvs Sarana-sarana teknis . vang menuﬁjang
tugas-tugas penegakan hukum misalnya laboratorium
senagal =arana penunjang dalam soul pembuktian

adanya pencemaran dan sebagainya.

SARAN

1.

Di masa yang akan datang dari berbagsai aspek pembsg~
ngunan dapat terjadi peningkatan kasus, sengketa dan
rermasalshan yang bangak menimbulkan risiko lingku-
ngan. Gunsa mengaﬁtisipasinya, perlu dilakukan berba-
gai upaya antsra lain dengan mengoptimalisasi dan
mendinamisasikgn benerapan asas tanggung Jawab

mutlak ‘dalam aktivitzs penataan hukum dan pengelo-
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laan lingkungan hidup.
Hakim harus.berani 1 sacara lebih profesional men-
dalami berbagai aspek vang melatarbelakangi kasus-
kdsus lingkungan hidupl Sehing%ﬂ Pengadilan dalam
fungsinya sebagai suatu lembaga Judicisl econtrol,
mampu Secura positﬁf menunjang kebijakan kelestarian
lingkungan hidup vang sudah menjadi isu nasional dan
internasional.

Hakim harus dapat menerapkan asas tanggung Jjawab

matlak tersebut vyang diterapkan secara lex specia-

lis, dengan spesialisasi

- Tidak mendasarkan aspek pembuktisn unsur kesalahan
pihak tergugat;

- dilakukannya proses pembuktian tefbalik;

- gantl rugi diwujudkan dalam bentuk kompensasi
(private/public compensation)

- diterapkan tidak bersifat absolut karena dapat
dikesampingkan dengan pemenuhan aspek tertentu.
Jadi meskipun pemenuhan beban kewajiban atas
risiko lingkungan ditentukan secars mutlak, lang-
sungd dan seketika, namun dalam ketentuntuan hukum-
nya disertakan aspek pengenyampingan hukum vang
didasarkan =atas berbagai pertimbangan tertentu

(Pasal 35 ayat 2 UU No.23 Tahun 1997 3.
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3.

n

Untuk mengntukan kriteris-kriteris dapat digunskan-
nya asas tanggung dawab mutlak pada kasus lingkungan
hidup di Pengadilan‘Negeri, maka The Restatement of
Torts( pendapat pakar hukum vang bersumber dari
putusan—putﬁsan pengadilan) dapat dijadikan acuan
bagl keputusan pengadilan di Indonesia.
Apabila diharapkan adanya penegakan hukun bagi
kasus-kasus lingkungan vang dilakukan oleh badan-
badan peradilan (hakim), maka beberapa hamﬁatan vang
timbul harus diatasi melslui
a. penerbitan persaturan pelaksanzan dari uu .No.23
Tahun 19897,
b. pendidikan dan pelaﬁihan bagi hakim:
c. kelengkapan sarana teknis guna menunjang soal
pembuktian adanya pencemaran dan sebagainya.
Asas tanggung jawsb mutlak sebagal bagian dari pene
gakan hukum lingkungan keperdataan, maka masih
banyak permasalahan-permasalahan berst vang perlu
secars bersamaan dikembanghkan seperti pengembsangan
teori untuk menetapkan ganti kerugian,alokasi pembe-~
banan pertanggungiawaban apabila pihak yang bertang-
gungiawab tidsk mampu membayar kerugian, antisipasi
apabila sulit untuk mencari pihak vyang bertanggung
Jawab dan lain sebagainya. 0leh karensa itu berbagsai

alternatif perlu dikembangkan seperti pendanaan




lingkungan. dan Juga penyelesaian tanggung Jawab

keperdataan melalui Alternative Dispute

CADR) di lﬁar perngadilan.

Resolution
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